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ABSTRAK

Laporan keuangan adalah sebuah data transaksi yang berisi informasi
keuangan untuk pengguna akuntansi. Setiap entitas bisnis membutuhkan laporan
keuangan dalam menjalankan bisnisnya tidak terkecuali pada UMKM. Laporan
keuangan pada UMKM juga memiliki keterkaitan dengan pelaporan pajak
penghasilan badan. Namun, karena kondisi pandemi yang sedang melanda
Indonesia dan hal tersebut berpengaruh pada penghasilan UMKM maka hal tersebut
mengakibatkan perbedaan pelaporan pajak penghasilan pada UMKM yang
memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar.

Laporan Keuangan UMKM vyang disusun penulis berdasarkan pada hasil
kegiatan magang di HTC Training & Consulting dengan CV BSD sebagai kliennya.
CV BSD merupakan klien yang bergerak dalam bidang usaha tekstil. Penulisan ini
bertujuan untuk menyusun laporan keuangan berstandar SAK EMKM dan
Pelaporan Insentif Pajak Penghasilan di masa pandemi sesuai peraturan menteri
keuangan yang berlaku.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, UMKM, SAK EMKM, Pajak Penghasilan,

Insentif Pajak Penghasilan.
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ABSTRACT

Financial statements are transaction data that contain financial
information for accounting users. Every business entity requires financial reports
In running its business, inculding MSME. Financial statements for MSME are also
related to corporate income tax reporting. However, due to the pandemic condition
that is currently engulfing Indonesia and this affects the income of MSME, this
results in differences in income tax reporting for MSME that have a gross turnover
of less than 4.8 billion.

MSME financial reports compiled by the author are based on the results
of internship activities at HTC Training & Consulting with CV BSD as a client. CV
BSD is a client engaged in the textile bussines. The writing aims to compile
financial reports with SAK EMKM standards and reporting income tax incentives
during the pandemic in accordance with the regulations of the applicable finance
ministerial regulations.

Keywords : Financial Statements, MSME, SAK EMKM, Tax Income, Income Tax

Incentives
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk 270,20 juta jiwa,
dengan presentase usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 70,72% menjadikan
Indonesia sebagai negara dengan populasi terpadat ke-4 di dunia (Badan Pusat
Statistik, 2020). Melihat pada data tersebut, Indonesia adalah negara yang memiliki
sumber daya manusia yang besar. Besarnya potensi sumber daya manusia dapat
berpengaruh positif terhadap Pembangunan Nasional apabila jumlah penduduk dan
jumlah tenaga kerja yang banyak didukung dengan ketrampilan dan keahlian yang
memadai. Pemerintah berupaya menciptakan sumber daya manusia yang
berkualitas melalui Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Upaya ini dilakukan pemerintah agar masyarakat mampu menciptakan lapangan
pekerjaan sendiri melalui ketrampilan dan keahlian yang dimiliki. UMKM
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja secara luas, untuk mendukung program
pembangunan negara. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Kementerian
Koperasi dan UKM (2021), jumlah UKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan
kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah.
Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan
menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada dan mencapai 60,4% dari total
investasi. Data tersebut menjelaskan bahwa UMKM memiliki peran yang penting

dalam perkembangan dan kemajuan pembangunan ekonomi Nasional karena



UMKM mampu memperluas kesempatan pembukaan lapangan kerja sebesar 97%
dari keseluruhan tenaga kerja yang ada, sehingga dengan banyaknya UMKM dapat
menekan angka pengangguran. UMKM juga bermanfaat sebagai penggerak
ekonomi rakyat karena melalui UMKM perekonomian lebih merata terutama di
daerah dengan akses distribusi yang masih terbatas seperti pedesaan dan kota kecil
yang jauh dari pusat kota, dengan adanya UMKM memungkinkan setiap lapisan
masyarakat mengakses berbagai produk barang maupun jasa tanpa harus pergi ke
pusat kota. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia (2021) Jumlah UMKM di Indonesia sebesar
64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan sebesar
64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Kontribusi UMKM
yang cukup besar terbukti mampu memberikan dorongan pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi nasional (IAl, 2018). Pada tahun 1997, eksistensi UMKM
terbukti ketika negara-negara di asia tenggara termasuk Indonesia mengalami Kkrisis
finansial serta mengakibatkan berbagai sektor industri lumpuh hingga harus gulung
tikar. Namun, UMKM justru menjadi sektor yang mampu bertahan dan dapat
mendorong bangkitnya perekonomian saat situasi sulit terjadi (1lmi, 2021).
Hingga saat ini, jumlah UMKM masih terus bertambah dan para pelaku bisnis
berlomba lomba dalam menjalankan UMKM untuk meraih peluang bisnis yang ada
agar memperoleh keuntungan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi
oleh pelaku UMKM di Indonesia, salah satunya adalah kurangnya kesadaran untuk
melakukan pembukuan akuntansi pada manajemen keuangan mereka saat memulai

bisnis. Hal ini mengakibatkan manajemen keuangan bisnis yang kurang baik



sehingga UMKM sulit untuk berkembang ditengah pertumbuhan teknologi yang
sangat cepat. Sebelumnya, belum ada standar khusus yang mengatur tentang
pelaporan keuangan UMKM di Indonesia, hanya terdapat 2 standar pelaporan
keuangan yaitu SAK Umum yang berbasis IFRS dan SAK ETAP. Namun, karena
standar tersebut dirasa terlalu rumit untuk UMKM maka untuk mengatasi masalah
tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntansi Indonesia (DSAK 1Al) mengesahkan standar laporan keuangan untuk
pelaku UMKM vyang dikenal dengan nama SAK EMKM (Standar Akuntansi
Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah). SAK EMKM mulai diterapkan
dan dapat digunakan oleh pelaku UMKM secara resmi pada tanggal 1 Januari 2018
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Hal tersebut dilakukan agar para pelaku UMKM
mampu membuat laporan keuangan secara lengkap, detail dan menyeluruh.
Laporan keuangan menjadi hal penting dalam sebuah entitas bisnis karena
merupakan bagian utama dalam kegiatan bisnis yang berfungsi untuk melaporkan
seluruh kegiatan transaksi dari seluruh aktivitas transaksi bisnis dalam pengambilan
keputusan untuk keberlangsungan usaha. Selain berguna untuk pihak internal,
laporan keuangan juga dibutuhkan oleh pihak investor dan pihak kreditur untuk

melakukan analisa pengembalian modal yang telah ditanamkan.

Laporan keuangan berstandar EMKM dibuat dengan tujuan agar para pelaku
UMKM mengetahui laba atau rugi perusahaan, mengetahui hasil atas laba yang
ditanamkan, sebagai alat komunikasi pihak pihak yang berkepentingan (investor,
pemegang saham, kreditur, dan berbagai instansi pemerintah), dan sebagai evaluasi

kinerja perusahaan (Herawati, 2019). Selain beberapa fungsi tersebut, penyusunan



laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat dalam melakukan kewajiban
perpajakan (Siswanto & Sadjiarto, 2014). Namun, belum semua usaha di Indonesia
membukukan laporan keuangannya untuk menjalankan fungsinya sebagai wajib
pajak yang taat. Mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UMKM dengan tarif dasar pengenaan pajak
sebesar 1% yang bersifat final. Bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto
dibawah 4,8 Milyar dapat memanfaatkan peraturan ini. Setelah peraturan ini
diberlakukan, penerimaan pajak dari sektor UMKM mengalami kenaikan dari tahun

ke tahun. Seperti ditunjukan pada gambar 1.2 dibawah ini :

(Dalam Triliun Rupiah)
1.8

2013 2014 2015 2016 2017

m PPh UMKM Badan PPh UMKM OP

Gambar 1.1 Penerimaan PPh UMKM Tahun 2013-2017

Sumber : https://www.pajak.go.id/
Meskipun PP 46 tahun 2013 menunjukan penerimaan pajak yang positif

karena pelaku UMKM diberi kemudahan dalam menghitung jumlah pajak terutang
tetapi disisi lain para pelaku UMKM merasa dirugikan karena pengenaan tarif 1%
dirasa terlalu tinggi apabila menggunakan peredaran bruto sebagai dasar pengenaan

pajak. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Pemerintah No 23 Tahun 2018



Tentang Pajak UMKM dengan tarif sebesar 0,5% dan pengenaannya bersifat final.
Penurunan tarif pajak bagi UMKM bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
UMKM terhadap pelaporan perpajakan, melakukan penyederhanaan penghitungan
pajak, dan mendorong pertumbuhan serta memperkuat sektor UMKM. Peraturan
ini juga bertujuan untuk mempersiapkan wajib pajak dalam membukukan laporan
keuangannya. Hal tersebut menjadi alasan peraturan ini memiliki batas waktu

tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang.

Namun, kejadian pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia
termasuk indonesia mengakibatkan kerugian yang besar pada berbagai sektor tidak
terkecuali sektor UMKM. Negara-negara di dunia melakukan pembatasan sosial di
wilayahnya untuk menekan angka penularan akibat wabah virus. Pandemi Covid-
19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM, sesuai rilis Katadata Insight
Center (KIC) (2021), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari
pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif.
Angka kemiskinan dan pengangguran bertambah karena untuk menekan biaya,
perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Pandemi juga cukup merugikan
bagi kebanyakan pada pelaku UMKM karena regulasi pemerintah untuk melakukan
pembatasan sosial dan pemberlakuan jam malam. Selain itu, terjadi perubahan
perilaku konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Kondisi pandemi saat ini
jauh berbeda dengan kondisi krisis ekonomi pada tahun 1997. Pandemi
mengakibatkan konsumen beralih ke teknologi digital, sedangkan belum semua
UMKM siap untuk memasarkan produknya secara digital. Menurut survei Asian

Development Bank (ADB) per 16 September 2020, situasi pandemi berdampak



pada turunnya permintaan domestik sebesar 30,5% sehingga mengakibatkan 48,6%
pelaku UMKM di Indonesia tutup sementara (Kementerian Keuangan Republik
Indonesia, 2021). Hal tersebut mengakibatkan menurunannya biaya pada beban
perusahaan salah satunya adalah beban pajak (Listiyowati, 2021). Situasi ini
mengkhawatirkan karena kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia
lebih dari 60% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Mengatasi
situasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan untuk mendorong UMKM
agar tetap dapat menjalankan usahanya dengan mengeluarkan kebijakan insentif
pajak UMKM 0,5% ditanggung pemerintah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan
Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK-
86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Pandemi
Corona Virus Disease 19. Peraturan tersebut berisi perpanjangan pemberian
insentif pajak dan pelaku UMKM memperoleh insentif PPh final tarif 0.5% sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ditanggung pemerintah (DTP). Hal ini
berarti wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak pihak yang
bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau
pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Meski
demikian, pelaku UMKM yang akan melakukan pemanfaatan insentif ini tetap
perlu untuk menyampaikan laporan realisasi setiap bulan. Kebijakan tersebut
dikeluarkan pemerintah dimasa pandemi dengan tujuan agar UMKM mampu
bertahan dalam situasi pandemi dan secara berangsur-angsur dapat memperbaiki

ekonomi nasional.



Berdasarkan pentingnya penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan SAK
EMKM untuk pelaku UMKM dan perlakuan pajak penghasilan final 0.5% di masa
pandemi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“Implementasi Laporan Keuangan UMKM berstandar SAK EMKM dan

Insentif PPh Final 0.5% UMKM di masa pandemi’

1.2 Tujuan Magang
1. Menyusun Laporan Keuangan untuk pelaku UMKM berstandar SAK

EMKM

2. Melakukan proses penghitungan dan menganalisis Pajak Final UMKM serta

perlakuan pajak final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pelaku UMKM

1.3 Target magang
1. Mampu memahami proses penyusunan laporan keuangan bagi pelaku

UMKM berstandar SAK EMKM

2. Mampu menjelaskan penghitungan Pajak Final UMKM dan melakukan
analisis Pajak Final UMKM serta perlakuan Pajak Final Ditanggung

Pemerintah (DPT)

1.4 Bidang Magang
1. Melakukan pengecekan ulang pada rekap data pembelian dan penjualan

klien

2. Melakukan rekap data dan penghitungan penyusutan aktiva perusahaan

klien



3. Melakukan pengumpulan dan rekap data untuk melakukan pengungkapan

SPT klien

1.5 Lokasi Magang

Nama Perusahaan : HTC Training & Consulting
Alamat . JI Pasaramya Ruko No.4 Beran Lor,Tridadi,Sleman
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
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Gambar 1.1 Peta Lokasi HTC Training & Consulting

1.6 Jadwal Magang

Tabel 1.1 Jadwal Magang

Waktu Pelaksanaan

No | Keterangan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4

112/3(4|1|2|3(4(1(2|3|4]1(2|3




Pelaksanaan

kegiatan Magang

Mengajukan  judul
kepada dosen

pembimbing

Bimbingan Kepada

Dosen Pembimbing

Penulisan TOR

Penyusunan

Laporan Magang




BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi

Menurut Warren, dkk (2017) peran penting akuntansi dalam sebuah proses
bisnis dikarenakan akuntansi berisi suatu sistem yang memberikan informasi
aktivitas dan kondisi perusahaan yang berguna untuk pemangku perusahaan. Selain
itu, akuntansi dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas ekonomi yang
dijalankan oleh suatu perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan dalam periode
tertentu. Aktivitas dasar dalam akuntansi dikategorikan menjadi 3, antara lain
identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian dari suatu peristiwa ekonomi
(Kieso, 2016). Langkah pertama yang diambil oleh perusahaan dalam proses
akuntansi yaitu mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kondisi yang
sesungguhnya, kemudian mencatat secara sistematis agar catatan laporan keuangan
yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pengkomunikasian
dilakukan dengan tujuan memberikan informasi yang telah diperoleh kepada pihak
terkait dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Rudianto (2012) akuntansi adalah
suatu aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data dalam bentuk
angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi suatu

entitas bisnis dalam bentuk informasi keuangan.

Definisi definisi tersebut memberikan kesimpulan bahwa akuntansi adalah
suatu aktivitas proses bisnis yang didalamnya berisi proses identifikasi, pencatatan,

dan peringkasan suatu aktivitas ekonomi perusahaan untuk memberikan keluaran
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berupa laporan transaksi ekonomi yang berupa laporan keuangan pada periode

tertentu untuk digunakan oleh pihak pihak yang berkepentingan antara lain pemilik

perusahaan, investor, atau pemerintah yang fungsi utamanya untuk menganalisa

jalannya proses bisnis suatu perusahaan. Menurut Jamain & Anggraini (2019),

manfaat yang diperoleh perusahaan apabila menerapkan prinsip akuntansi antara

lain :

f.

Kinerja keuangan dapat diketahui dengan jelas

Perusahaan dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan

dan harta pemilik

Perusahaan dapat mengetahui posisi dana baik sumber dana maupun

perolehan dana

Perusahaan dapat membuat anggaran dengan tepat

Perusahaan dapat melakukan penghitungan pajak

Perusahaan dapat mengetahui aliran dana selama periode akuntansi tertentu

2.2 Siklus Akuntansi

Siklus Akuntansi adalah urutan langkah kerja yang harus dilakukan oleh

seorang akuntan dimulai dari proses menganalisis transaksi sampai menghasilkan

laporan keuangan perusahaan untuk transaksi pada periode berikutnya (Rudianto,

2012). Akuntansi memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai

alat untuk mengambil keputusan penting dalam perusahaan. Informasi dalam

akuntansi diperoleh dari data-data keuangan perusahaan dan melalui proses yang
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telah distandarkan. Tahap-tahap dalam proses akuntansi disebut dengan siklus

akuntansi. Siklus akuntansi digambarkan seperti dibawah ini :

— | Analisis Transaksi _l

9. Neraca saldo 2. Jurnal Transaksi
setelah penutupan ]
T 3. Posting ke buku
8. Jurnal Penutup v
f 4. Neraca Saldo
il
7. Laporan 5. Jurnal

6. Neraca Saldo
Setelah Penyesuaian

.‘_
Gambar 2.1 Siklus Akuntansi

Sumber : Sodikin & Riyono (2014)
Berdasarkan gambar diatas, terdapat beberapa tahap dalam siklus akuntansi

antara lain (Sodikin & Riyono, 2014) :

a. Langkah awal yang harus dilakukan akuntan adalah melakukan
dokumentasi atas transaksi keuangan yang telah dilakukan dalam bukti

transaksi dan melakukan analisis atas transaksi keuangan tersebut.

b. Langkah kedua adalah mencatat transaksi keuangan yang telah dianasisis

kedalam buku jurnal. Tahap ini disebut dengan menjurnal.

c. Selanjutnya, meringkas transaksi yang telah dijurnal ke dalam buku besar.

Tahap ini disebut dengan posting.
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d. Langkah keempat adalah menentukan saldo -saldo buku besar akhir periode

dan memindahkannya kedalam neraca saldo.

e. Langkah kelima adalah melakukan penyesuaian buku besar berdasarkan

informasi terbaru. Pada tahap ini akuntan membuat jurnal penyesuaian.

f. Langkah keenam adalah memindahkan saldo saldo yang telah disesuaikan
dalam jurnal penyesuaian kedalam neraca saldo setelah penyesuaian

(NSSP)

g. Langkah ketujuh adalah melakukan penyusunan laporan keuangan
berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ini menghasilkan 5
bentuk laporan antara lain, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal,
Laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan.

h. Setelah laporan keuangan dibuat, terdapat akun yang memerlukan
penutupan diakhir periode, yaitu akun beban, pendapatan, prive dan ikhtisar

laba rugi.

I. Langkah terakhir adalah memindahkan akun akun yang telah ditutup dalam

neraca saldo setelah penutupan.
2.3 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari siklus akuntansi yang menyajikan
informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi berbagai pihak, misal pemilik

perusahaan, kreditor dan investor (Sodikin & Riyono, 2014). Menurut Kasmir
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(2014) laporan keuangan merupakan informasi informasi keuangan penting yang

disajikan oleh perusahaan dalam periode sekarang maupun dalam periode tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan
merupakan data transaksi yang disajikan dalam bentuk informasi keuangan yang
dapat digunakan bagi pengguna informasi keuangan informasi keuangan
perusahaan yang disajikan dalam bentuk data dan disajikan setiap periode serta
digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengambilan
keputusan bisnis. Laporan Keuangan yang utuh sesui dengan PSAK 1 2015 terdiri

atas (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015) :

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang proses
penyusunannya dilakukan secara sistematis dan berisi penyajian posisi keuangan
perusahaan pada suatu periode tertentu (Jusup, 2011). Menurut Jusup (2011)

laporan posisi keuangan berisi :

1) Harta (Aktiva), berisi sumber sumber keuangan yang dimiliki oleh
perusahaan dan masih memberikan manfaat dimasa mendatang. Aktiva
terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar merupakan jenis
harta yang dapat dimanfaatkan dalam waktu dekat (kurang dari satu tahun).
Contoh dari aktiva lancar antara lain, kas, piutang dagang, persediaan
barang dagang, dan lain-lain. Sedangkan Aktiva tetap adalah harta yang

dimiliki oleh perusahaan dan digunakan untuk kegiatan produksi atas
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penyediaan barang dan jasa. Contoh dari aktiva tetap antara lain, gedung,

kendaraan, dan peralatan.

2) Kewajiban (liabilitas), berisi pengorbanan pengorbanan ekonomi yang
dilakukan oleh perusahaan untuk menyerahkan aset atau jasa kepada entitas
lain di masa yang akan datang. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka
panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah
jenis kewajiban yang harus dibayar dalam tempo satu tahun . Contoh dari
kewajiban jangka pendek adalah utang usaha. Sedangkan kewajiban jangka
panjang adalah jenis kewajiban yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari

satu tahun. Contoh dari kewajiban jangka panjang adalah utang bank.

3) Ekuitas, berisi aset yang diberikan oleh pemilik untuk keberlangsungan
entitas bisnis. Besarnya ekuitas diperoleh dari total aset dikurangi semua

kewajiban.

Total harta dengan kewajiban ditambah ekuitas harus sama, apabila posisi
harta serta kewajiban ditambah ekuitas tidak sama, maka dapat dipastikan terdapat
kekeliruan dalam penghitungan atau pencatatan pada transaksi. Manfaat laporan
posisi keuangan bagi perusahaan antara lain (Jamain & Anggraini , 2019): melalui
laporan posisi keuangan, perusahaan dapat mengetahui total aset (harta) yang
dimiliki, baik jenis aktiva yang dimiliki maupun nilainya, perusahaan dapat
mengetahui besarnya kewajiban (utang) dan ekuitas (modal dan laba ditahan),

selain itu perusahaan juga dapat menghitung rasio keuangan untuk melakukan
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prediksi kemampuan perusahaan membayar bagi hasil kepada investor maupun

kemampuan perusahaan membayar hutang kepada kreditor.

b. Laporan Laba (Rugi)

Setiap perusahaan mempunyai tujuan memperoleh laba untuk kelangsungan
usahanya, oleh sebab itu terdapat penyajian laporan laba rugi yang bertujuan untuk
mengetahui keuntungan atau kerugian yang didapatkan oleh perusahaan pada
periode tertentu. Menurut Warren, dkk (2017), laporan laba (rugi) menampilkan
perincian pendapatan dan beban dalam suatu periode waktu tertentu dengan cara
mencari selisih antara pendapatan dan beban untuk menghasilkan informasi
perolehan laba atau rugi sebuah perusahaan. Apabila total beban lebih besar
daripada total pendapatan maka perusahaan mengalami kerugian, hal tersebut
berlaku pula sebaliknya. Menurut 1Al (2015) dalam PSAK 1 memaparkan bahwa

Laporan laba (rugi) memuat :

1) Pendapatan, penghasilan yang ditimbulkan dari aktivitas entitas.
Pendapatan dikenal dengan beberapa sebutan berbeda, seperti penjualan,

penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

2) Beban, penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode pelaporan berupa
arus kas keluar atau penurunan aset, atau kewajiban yang timbul akibat dari
penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanaman

modal.

3) Laba, hasil dari pengurangan pendapatan dan beban yang menghasilkan

nilai positif terhadap perubahan nilai ekuitas perusahaan. Kinerja yang baik
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dari suatu perusahaan akan menghasilkan laba, laba juga dapat digunakan

untuk meramalkan arus kas masa depan.

4) Rugi, hasil dari pendapatan dikurangi beban yang menghasilkan nilai
negatif terhadap perubahan nilai ekuitas perusahaan. Apabila perusahan
mengalami kerugian dalam suatu periode maka perlu dilakukan evaluasi
terhadap Kkinerja perusahaan tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk
mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian secara terus menerus dalam

perusahaan tersebut.

Menurut Jamain dan Anggraini (2019), manfaat laporan laba rugi antara
lain, perusahaan mengetahui beberapa macam pendapatan yang diperoleh dan biaya
yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tersebut,
perusahaan mengetahui laba/rugi perusahaan sehingga dapat mengetahui
berkembangnya suatu perusahaam, dapat menghitung dan menentukan besarnya
pajak terutang dan memprediksi kinerja keuangan perusahaan dalam periode waktu

mendatang.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Warren, dkk (2017) laporan perubahan ekuitas merupakan
perubahan ekuitas yang ditanamkan oleh pemilik pada sebuah perusahaan dalam
periode akuntansi tertentu. Laporan perubahan Ekuitas dipengaruhi oleh laporan
laba rugi. Apabila perusahaan memperoleh hasil positif (laba) maka laporan
perubahan Ekuitas akan menunjukan nilai positif dengan bertambahnya nilai modal

suatu entitas. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Manfaat laporan perubahan
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Ekuitas (Jamain & Anggraini, 2019) untuk perusahaan antara lain, pemilik
mengetahui besarnya modal akhir yang dimiliki perusahaan dan pemilik

mengetahui total prive dalam suatu periode akuntansi.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi
mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar suatu perusahaan dalam suatu periode
akuntansi tertentu. Laporan arus kas menyajikan informasi pergerakan arus kas
yang terdapat pada perusahaan berupa penerimaan dan pengeluaran kas (Jusup,
2011). Terdapat 3 aktivitas utama dalam laporan arus kas yaitu, aktivitas

operasi,aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan (Warren, dkk, 2017).

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan ringkasan informasi dan
kebijakan yang ada dalam sebuah perusahaan yang bersifat signifikan atas setiap
laporan keuangan seperti pada laporan laba rugi yang memberikan informasi laba
dan rugi yang diperoleh perusahaan dengan setiap catatan yang melengkapinya
(Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Catatan atas laporan keuangan memuat catatan
yang ada pada laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal,

dan laporan laba rugi perusahaan pada akhir periode akuntansi tertentu.

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan
Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk dasar pengambilan
keputusan penting dalam perusahaan. Namun, menurut Kasmir (2014) tujuan

laporan keuangan sebagai berikut :
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Menyajikan informasi terbaru mengenai jenis dan jumlah harta (aktiva)

yang dimiliki oleh perusahaan.

Menyajikan informasi terbaru mengenai jenis dan jumlah kewajiban serta

modal perusahaan.

Menyajikan informasi terbaru mengenai jenis dan jumlah pendapatan yang

didapat pada periode tertentu.

Menyajikan informasi menganai total biaya dan jenis biaya yang

dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi terhadap posisi

harta,hutang dan modal perusahaan.

Menyajikan informasi menganai kinerja manajemen perusahaan dalam

suatu periode tertentu.

Menyajikan informasi mengenai catatan catatan penting atas laporan

keuangan pada sebuah perusahaan

Menyajikan informasi-informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan

keuangan untuk menyajikan kinerja sebuah perusahaan serta kondisi perusahaan

melalui data yang berupa angka dan berbentuk laporan posisi keuangan, laporan

laba rugi dan laporan perubahan modal serta catatan catatan khusus dalam laporan

keuangan yang ditulis dalam catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat untuk

pihak internal maupun pihak eksternal.
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2.3.2 Manfaat Laporan Keuangan
Menurut Martono & Harjito (2011), laporan keuangan yang baik memiliki

manfaat antara lain :

a. Sebagai alat pengambilan keputusan untuk para investor yang akan

menanamkan modalnya.

b. Sebagai alat pengambilan keputusan untuk para kreditor meminjamkan

modal.
c. Untuk memberikan penilaian terhadap aliran kas perusahaan.
d. Untuk memberikan penilaian terhadap sumber ekonomi.
e. Melakukan klaim terhadap sumber dana.
f.  Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana.
g. Menganalisis dana yang telah digunakan

2.4 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kemajuan sektor
UMKM di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan penggerak utama
dalam perekonomian masyarakat. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut UU No 7
Tahun 2021, terdapat 2 kategori penggolongan UMKM. Penggolongan tersebut
berdasarkan kriteria hasil usaha dan penjualan tahunan. Berdasarkan kriteria modal

usaha UMKM dikelompokan menjadi 3 kategori :
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a. Usaha mikro, memiliki modal usaha maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

b. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk

tanah dan banguanan tempat usaha; dan

c. Usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Selain berdasarkan modal usaha yang dimiliki, UMKM juga dikelompokan
berdasarkan hasil penjualan tahunan. Kriteria UMKM berdasarkan hasil penjualan

tahunan dibagi menjadi 3 dan terdiri atas :

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih besar dari Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah; dan

c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
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Undang Undang No 7 Tahun 2021 ditetapkan sebagai pengganti Undang
Undang No 28 tahun 2018. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab masalah

masalah UMKM yang belum dapat terselesaikan oleh peraturan sebelumnya.

2.5 Laporan Keuangan UMKM berstandar SAK EMKM

SAK UMKM adalah standar yang ditentukan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAl) Standar Akuntansi ini
mulai diberlakukan efektif oleh para pelaku UMKM per tanggal 1 januari 2018.
Standar akuntansi ini dibuat lebih sederhana daripada SAK ETAP karena ditujukan
untuk diterapkan oleh pelaku UMKM. Tujuan peraturan tersebut agar pelaku
UMKM lebih mudah untuk menerapkan standar tersebut dalam usahanya. SAK
EMKM disusun lebih sederhana daripada SAK ETAP karena dasar pengukuran
yang dipakai murni menerapkan biaya historis. Biaya historis merupakan metode
perolehan yang mengakui aset maupun liabilitas berdasarkan biaya asli, untuk aset
penilaiannya berdasarkan dari kapan aset tersebut diperoleh dan untuk liabilitas
berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk
memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal (Tatik, 2018). Tujuan disusun
SAK EMKM adalah membantu UMKM menyusun laporan keuangan sesuai
standar yang berlaku, agar laporan keuangan yang disusun bersifat transparan dan
dapat dipertanggungjawabkan, serta memudahkan UMKM memperoleh tambahan
modal dari lembaga keuangan (Sandi & Burhany, 2020). Hal tersebut merupakan
wujud dari upaya pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM di Indonesia.
Selain itu, diterbitkannya SAK EMKM juga bertujuan agar pelaku UMKM mampu

melakukan pembukuan secara akuntansi untuk mempermudah proses bisnis. SAK
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EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, dan catatan atas

laporan keuangan (1Al, 2018). Penjelasan secara lebih lengkap mengenai laporan

posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan antara lain :

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan (neraca) dalam SAK EMKM berisi informasi

keuangan perusahaan berupa aset, liabilitas, dan ekuitas yang dimiliki oleh

perusahaan dalam periode tertentu. Aset dikelompokan menjadi 2, yaitu aset lancar

dan aset tidak lancar dan liabilitas dikelompokan menjadi 2, yaitu liabilitas jangka

pendek dan liabilitas jangka panjang. Contoh format laporan posisi keuangan dapat

dilihat pada tabel dibawabh ini :

Tabel 2.1 Contoh Laporan Posisi Keuangan

CV XYz
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2020

Aset Lancar

Liabilitas

Kas xxx | Hutang Usaha XXX
Piutang Dagang xxx | Hutang Bank XXX
Persediaan Barang Dagang xxx | Hutang Lainnya XXX
Jumlah Aset Lancar xxx | Jumlah Liabilitas XXX
Aset tetap Ekuitas

Gedung xxx | Modal XXX
Kendaraan xxX | Tambahan setoran Modal XXX
Akumulasi Penyusutan (xxx) | Prive XXX
Jumlah Aset Tetap xxx | Jumlah Ekuitas XXX
Total Aktiva xxx | Total Liabilitas dan Ekuitas XXX

b. Laporan Laba/Rugi
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Laporan Laba Rugi berisi informasi mengenai pendapatan dan beban

perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Laporan laba/rugi menjadi tolak ukur

keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam mengelola suatu bisnis dalam

periode tertentu. Contoh format Laporan laba(rugi) dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Tabel 2.2 Contoh Laporan Laba (Rugi)

CV XYz
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2020

Pendapatan
Penjualan
Potongan Penjualan
Retur Penjualan
Jumlah Pendapatan
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Barang Dagang Awal
Pembelian
Beban Angkut Pembelian
Harga Pokok Barang Siap Dijual
Persediaan Barang Dagang Akhir
Harga Pokok Penjualan
Laba (Rugi) Bruto
Beban
Beban Penjualan
Beban Gaji
Beban Konsumsi
Beban Promosi
Jumlah Beban
Laba (Rugi) Operasi
Pendapatan (Beban) Lain
Pendapatan Bunga
Pendapatan lain-lain
Beban Administrasi Bank
Beban Bunga
Jumlah Pendapatan (Beban) lain

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

XXX

XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan
Beban Pajak Penghasilan

XXX
XXX

Laba (Rugi) Setelah Pajak Penghasilan

XXX
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c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan pernyataan perusahaan
mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan yang telah berstandar SAK
EMKM, kebijakan akuntansi yang dipakai oleh perusahaan serta tambahan
informasi mengenai transaksi tertentu dalam perusahaan yang bermanfaat bagi
pengguna informasi keuangan entitas terkait dan juga pihak eksternal. Secara rinci
Catatan Atas Laporan Keuangan berisi (Dewan Standar Akuntansi Keuangan,

2016) :

1) Pernyataan resmi suatu entitas bahwa telah melakukan dasar penyusunan

yang berstandar SAK EMKM.

2) Ringkasan penting mengenai kebijakan Akuntansi yang diberlakukan oleh

suatu entitas.

3) Informasi tambahan serta rincian tertentu yang memberi penjelasan penting
dan material yang bermanfaat agar pengguna dapat memahami laporan

keuangan entitas tersebut.

2.6 Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Undang Undang No 28 Tahun 2007).

Peraturan Perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan,
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khususnya pada peraturan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
yang menjadi dasar bagi peraturan peraturan yang berada dibawahnya. Perubahan
terjadi sebanyak empat kali antara lain, perubahan pertama dilakukan dari Undang
Undang No 6 Tahun 1983 menjadi Undang Undang No 9 Tahun 1994, Undang
Undang No 16 Tahun 2000, dan terakhir diubah menjadi Undang Undang No 28
Tahun 2007. Perubahan pada Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terus
dilakukan agar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengikuti
perkembangan dunia saat ini. Sejak reformasi pajak yang terjadi pada tahun 1983
Indonesia menerapkan self assessment system yaitu, sistem pemungutan pajak yang
kewenangan/kewajiban dalam menghitung, menyetor dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) pajak terutang kepada Ditjen Pajak adalah wajib pajak sendiri
(llyas & Burton, 2010). Self assessment system diterapkan dengan tujuan agar
penerimaan negara dapat meningkat dan terjadi pemerataan serta pembangunan
nasional dapat berjalan dengan maksimal karena tingkat kesadaran masyarakat

bertambah untuk melakukan pembayaran pajak.

2.6.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi budgetair atau sumber
keuangan negara dan fungsi regularend atau fungsi pajak untuk mengatur
kehidupan bernegara. Menurut Resmi (2017), penjelasan untuk fungsi budgetair

dan fungsi regularend yaitu :

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
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Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang pemanfaatannya
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan untuk melaksanakan program
pembangunan pemerintah. Fungsi ini memberikan arti bahwa pajak merupakan

sumber keuangan negara dan dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Regularend (Mengatur)

Pajak merupakan alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai kesentosaan sosial. Penerapan
fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur antara lain, diberlakukannya pajak
PPnBM dengan tujuan mengurangi perilaku konsumtif masyarakat untuk membeli
barang barang mewah, karena semakin mewah barang yang dibeli akan semakin
tinggi pajak yang dibebankan selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan
tax holiday yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di

Indonesia.

2.6.2 Jenis Jenis Pajak
Menurut Resmi (2017) pajak digolongkan menjadi beberapa jenis
diantaranya menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Adapun penjelasan

Pajak menurut golongan, sifat dan lembaga pemungut antara lain :

a. Pajak menurut golongan

1) Pajak Langsung, pajak yang pembebanannya ditanggung langsung
oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan
(PPh dibayar, dihitung dan disetor sendiri oleh wajib pajak yang

memperoleh penghasilan tersebut)
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2) Pajak tidak langsung, pajak yang ditanggung oleh pihak ketiga.
Pajak ini biasa terjadi pada penyerahan barang sehingga

menimbulkan pajak terutang. Contoh : Pajak pertambahan nilai

b. Pajak menurut sifat

1) Pajak subjektif, pajak yang sistem pemungutan/pemotongannya
mempertimbangkan keadaan wajib pajak sebagai subjek pajak.
Contoh: PPh yang dalam pengenaannya mempertimbangkan status

perkawinan, tanggungan, dan lainnya

2) Pajak objektif, pajak yang dasar pengenaannya hanya melihat objek
yang berupa barang maupun aset lain. Contoh PPn dan Pajak Bumi

dan Bangunan.

c. Pajak menurut lembaga yang memungut

1) Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk pembiayaan APBN. Contoh : PPh, PPN, dan

PPnBM

2) Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah provinsi
maupun kabupaten. Contoh: pajak kendaraan bermotor, pajak rokok,

pajak hotel dll

2.7 Pajak Penghasilan
Penghasilan merupakan salah satu objek yang dikenakan pajak. Menurut

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang
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dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya
dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada
masyarakat yang berpenghasilan yang perolehannya dalam satu tahun pajak untuk
kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai
suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Resmi (2017), terdapat 7 jenis

pajak penghasilan antara lain :

a. PPh Pasal 21, merupakan pemotongan pajak yang ditujukan untuk wajib
pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan yang telah di tetapkan dengan peraturan Direktur Jendral Pajak
nomor 31/PJ/2012.

b. PPh Pasal 22, merupakan pemotongan atau pemungutan pajak yang
dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan perdagangan
barang yang dianggap menguntungkan. Contoh : impor barang, penjualan
bahan bakar minyak, gas dan pelumas.

c. PPh Pasal 23, merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang
diperoleh dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan
selain yang telah dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21.

d. PPh Pasal 24, merupakan pajak diperoleh dari wajib pajak dalam negeri
tetapi dibayar atau terutang di luar negeri.

e. PPh Pasal 25, merupakan pajak penghasilan yang dibayar dengan
mengangsur setiap bulan. Tujuan PPh pasal 25 ini adalah meringankan

beban wajib pajak.
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f. PPh Pasal 26 , merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas wajib

pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Pajak penghasilan merupakan sektor perpajakan yang memiliki
penerimaan terbesar diantara beberapa jenis penerimaan pajak dalam negeri lainnya
(Poernomo, 2020). Potensi ini mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan
penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan. Merealisasikan tujuan tersebut,
pemerintah menerbitkan peraturan yang ditujukan untuk memenuhi target pajak
yang diharapkan. Pengenaan tarif dalam Pajak penghasilan dibagi menjadi 2

ketegori antara lain :

a. Skema tarif umum sesuai dengan pasal 17 ; dan

b. Skema tarif final, apabila wajib pajak memperoleh penghasilan yang
dikenakan pajak final maka akan dikenakan dengan tarif tertentu dan dasar
pengenaan khusus pada saat penghasilan diterima atau diperoleh

(Poernomo, 2020)

2.8 Pajak Penghasilan Final
Pajak penghasilan final adalah pengenaan pajak yang bersifat final (akhir)
dan tidak dapat dikreditkan dengan total pajak terutang pada akhir tahun pajak
(Resmi, 2017). Menurut Resmi (2017), pajak penghasilan bersifat final

dikelompokkan sebagai berikut :

a. PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh dari wajib pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu.
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b. PPh Pasal 15, merupakan pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang
memiliki usaha dalam bidang pelayaran dan penerbangan internasional,
asuransi luar negeri, pengeboran minyak, gas, dan panas bumi.

c. PPh Pasal 4 ayat (2), merupakan pemotongan atau pemungutan pajak
penghasilan yang dikenakan final atas penghasilan tertentu yang diatur

dalam pasal 4 ayat (2).

UMKM merupakan salah satu subjek pajak yang dapat dikenai
penghasilan yang bersifat final. Meskipun terdapat kriteria umum UMKM yang
diatur dalam UU No 7 tahun 2021, UMKM dikategorikan tersendiri dalam sistem
pemotongan pajak. Sistem perpajakan mengatur bahwa penghasilan dari usaha
yang diperoleh dari usaha dengan peredaran bruto dibawah 4,8 milyar pada satu
tahun pajak dapat menggunakan penghitungan yang bersifat final. Hal ini berarti,
UMKM yang memiliki penghasilan dibawah 4,8 miliyar dalam satu tahun pajak

berhak menggunakan penghitungan pajak final.

2.9 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

Sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan
proses pembangunan dan untuk kemakmuran nasional berasal dari sektor
perpajakan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu
sektor perekonomian dengan potensi penerimaan pajak yang besar. Pemerintah
berupaya terus meningkatkan pajak melalui sekor UMKM, untuk itu pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengenai tarif Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib

Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).
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Namun, Peraturan Pemerintah ini menimbulkan beberapa kontroversi dalam
masyarakat terutama para pelaku UMKM karena menganggap pemerintah telah
melakukan penindasan terhadap para pelaku usaha kecil dengan dalih
penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) alasan tersebut dikarenakan peraturan ini
dianggap kurang menguntungkan sektor UMKM, padahal UMKM menjadi sektor
yang cukup diandalkan pemerintah sebagai penopang perekonomian (Maharatih,
2019). Cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah
mengganti peraturan tersebut dan menerbitkan peraturan mengenai tarif pajak
penghasilan final 0,5% yang baru bagi pelaku UMKM (Sari, 2018). Menurut

Maharatih (2019), tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut antara lain :

a. Untuk pembelajaran bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu agar

dapat melakukan pembukuan sebelum dikenai tarif normal.

b. Mendorong masyarakat untuk lebih berperan dalam kegiatan ekonomi

formal.

c. Memberikan kemudahan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Selain itu, dengan diterbitkannya PP No 23 tahun 2018 ini dapat

mendorong UMKM untuk lebih taat melakukan pembayaran pajak karena

penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Penghitungan PPh Final dengan peredaran

bruto kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 milyar sebagai berikut :

PPh Terutang = Tarif 0,5% X Peredaran Bruto sebulan
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Peraturan ini tetap mewajibkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak
meskipun perusahaan mengalami kerugian. Hal tersebut karena dasar penghitungan
yang dipakai adalah penghitungan bruto bukan penghitungan neto. Penghitungan
neto dipakai untuk wajib pajak yang memilih menggunakan skema tarif normal.
Apabila wajib pajak menginginkan penggunaan tarif normal maka wajib pajak
berkewajiban untuk mendaftarkan dirinya serta mengajukan permohonan kepada
Ditjen Pajak. Wajib pajak yang telah menggunakan tarif normal tidak dapat
menggunakan tarif 0,5% kembali. Wajib pajak mendapatkan keuntungan karena
dapat memilih/menentukan sendiri pajak yang akan dibayarkan. Selain pengenaan
pajaknya berdasarkan peredaran bruto, kekurangan lain dari peraturan ini adalah
memiliki jangka waktu pemakaian. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) PP No 23 Tahun

2018, jangka waktu pemanfaatan tarif ini yaitu :

a. 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

b. 4 tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan

komanditer atau firma

c. 3tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Bagi wajib pajak badan yang sudah memanfaatkan tarif 0.5% selama
waktu yang ditentukan, maka Wajib Pajak harus sudah bersiap menggunakan tarif
Umum baik pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 (2a) maupun pasal 31 E Undang-

Undang Pajak Penghasilan.
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2.10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020

Awal tahun 2020, pandemi covid-19 melanda Indonesia sehingga
mengakibatkan berbagai sektor perekonomian tidak berjalan normal. Pemerintah
mengeluarkan kebjakan agar roda perekonomian tetap dapat berjalan melalui
program insentif pajak. UMKM juga menjadi perhatian utama pemerintah karena
sektor ini terdampak cukup besar akibat adanya pandemi ini. Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-
110/PMK.03/2020 untuk menangani dampak pandemi yang melanda Indonesia.
Peraturan diterbitkan untuk memberikan perpanjangan waktu pemberian insentif
pajak kepada beberapa objek pajak termasuk pajak penghasilan untuk UMKM yang
dikenai pajak sebesar 0,5%. Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan
perpanjangan dari peraturan sebelumnya yaitu PMK-44/PMK.03/2020 yang
berakhir bulan Juli 2020 dan PMK-86/PMK.03/2020. Peraturan ini memberikan
kebebasan UMKM dari pajak. Kebijakan ini diterapkan untuk mendorong
pemulihan percepatan ekonomi secara nasional. Pemberian Insentif ini berlaku
efektif mulai 14 Agustus 2020 2 Februari 2021. Namun, apabila pelaku UMKM
telat melakukan penyampaian laporan realisasi atau bahkan tidak menyampaikan
laporan realisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pemerintah maka
pelaku UMKM tersebut diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan Final
sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0.5 % dari

peredaran bruto.

Apabila wajib pajak dengan penghasilan bruto kurang dari Rp 4.800.000,00

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang memperoleh fasilitas ditanggung
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pemerintah melakukan transaksi dengan pemotong pajak, maka wajib pajak harus
menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada pemotong. Kewajiban pemotong
adalah melakukan pengecekan ulang atas kebenaran Surat Keterangan tersebut,
apabila surat keterangan tersebut terkonfirmasi maka pemotong tidak melakukan
pemotongan PPh final terhadap transaksi yang dilakukan dengan wajib pajak
tersebut. Pihak pemotong memberikan cetakan kode billing yang diberi cap/tulisan
“PPh  FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR
.../PMK.03/2020. Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasi atas PPh final
ditanggung Pemerintah tersebut melalui website yang telah disediakan oleh Ditjen

Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
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BAB 3

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Data Umum

3.1.1 Profil Usaha CV BSD

CV BSD adalah salah satu CV yang menjalankan usaha di Yogyakarta.
Berdasarkan akta pendirian pada tahun 2019 CV BSD bergerak di bidang
perdagangan eceran tekstil. Berdasarkan informasi yang didapat, CV BSD dipimpin
oleh satu orang komisaris pasif, satu orang direktur, staf keuangan, staf penjualan,
dan staf pembelian. Usaha perdagangan eceran tekstil yang terletak di Yogyakarta
ini cukup berkembang tetapi memiliki kendala karena tidak memiliki staff
akuntansi yang berkompeten untuk membuat laporan keuangan guna mengetahui
kinerja perusahaan. Oleh karena itu, CV BSD bekerja sama dengan HTC Training
& Consulting untuk menggunakan jasanya menyusun laporan keuangan berstandar
SAK EMKM yang berlaku dan penghitungan serta pelaporan pajak penghasilan
final UMKM. Total karyawan pada tahun 2020 sebanyak 10 orang dan memiliki

total omzet rata rata per bulan selama tahun 2020 sebanyak Rp 45.922.787.

3.1.2 Struktur Organisasi CV BSD
Struktur Organisasi dibutuhkan oleh sebuah perusahaan agar masing masing
karyawan dapat mengetahui deskripsi pekerjaan masing masing. Hal ini sangat

menunjang proses bisnis yang sedang berlangsung.
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STAF STAF
PENJUALAN PEMBELIAN

Keterangan :

a. Direktur, berperan sebagai pimpinan dan berfungsi untuk mengendalikan
dan melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Direktur memiliki

tanggung jawab yang besar kepada perusahaan dan kepada para staf nya.
b. Komisaris, berperan sebagai pengawas dalam hal kebijakan perusahaan.

c. Staf Keuangan, berperan untuk melakukan pencatatan transaksi yang terjadi
dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab dalam bidang keuangan

perusahaan.

d. Staf Penjualan, berperan sebagai penjual produk perusahaan dan menangani

pelanggan apabila ingin membeli barang dagangan.

e. Staf Pembelian, berperan dalam pembelian barang atau jasa yang dilakukan
oleh perusahaan. Selain itu, staf penjualan juga berperan dalam melakukan

pengecekan terhadap stock barang dagang dalam perusahaan.
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3.2 Data Khusus

3.2.1 Siklus Akuntansi Pada CV BSD

a. Neraca saldo awal

Langkah awal yang diperlukan untuk menyusun sebuah laporan keuangan

adalah data neraca saldo awal periode yang dimiliki oleh perusahaan. HTC

Trainning & Consulting bekerjasama dengan bagian penjualan, pembelian, dan

bagian keuangan CV BSD untuk memperoleh data tersebut. Berikut ini merupakan

data yang diperoleh dari CV BSD:

CVBSD
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 1 JANUARI 2020

ASET

Aset
1010
1020
1030
1031
1040
1061
1080
1110

Kas

Bank

Piutang Dagang

Piutang Lainnya
Persediaan Barang Dagang
Beban Sewa

Inventaris Kantor
Akumulasi Penyusutan

TOTAL ASET

LIABILITAS DAN EKUITAS
Liabilitas
151594916 2010 Hutang Usaha
57.926.443 2024 Hutang PPh 29/PP 46/PP 23
973.122.859 2050 Hutang Lainnya

- Jumlah Liahilitas
113474238 Ekuitas

15.000.000 3010 Modal
35.504.500 3020 - Tambahan Setoran Modal
(21.386.642) 3030 Laba Ditahan
3040 Laba Periode Berjalan
3050 Prive
Jumlah Ekuitas

156.361.788

416.575
537.500.000
694.278.363

50.000.000

414.895.894
166.662.057

631.557.951

1.325.836.314 ‘OTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.325.836.314

Gambar 3.1 Neraca Saldo Awal Periode CV BSD
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3.2.2 Penyusunan Laporan Keuangan CV BSD

Laporan keuangan pada CV BSD disusun menggunakan Microsoft excel
untuk mempermudah penghitungan dan mengurangi resiko kesalahan . Selain itu,
tujuan menggunakan Microsoft excel yaitu, agar kesalahan lebih mudah untuk
dideteksi. Tim HTC Training & Consulting melakukan langkah-langkah

melakukan penyusunan Laporan Keuangan pada CV BSD seperti dibawah ini :

a. Melakukan analisis transaksi atau proses mengidentifikasi transaksi, proses
ini melakukan pengelompokan transaksi mulai dari transaksi pembelian,
penjualan maupun pengeluaran kas. Proses ini dilakukan agar nilai dari

bukti transaksi yang telah diterima dapat dipastikan kebenarannya.

b. Pembuatan jurnal umum, setelah proses transaksi selesai dilakukan langkah
selanjutnya adalah mencatatnya dalalm jurnal umum. Pencatatan dilakukan
sesuai dengan tanggal transaksi, nama akun, keterangan transaksi, dan
nominal transaksi yang menunjukan sisi debit maupun kredit. Jurnal umum

terdapat pada lampiran 1

c. Posting buku besar, langkah selanjutnya setelah proses penjurnal adalah
melakukan posting kedalam buku besar. Proses ini melakukan
pemindahbukuan transaksi dari jurnal kebuku besar sesuai dengan transaksi

yang ada pada setiap akun dan diurutkan sesuai dengan nomor akun.

d. Pembuatan neraca saldo, setelah melakukan posting buku besar langkah
selanjutnya adalah membuat neraca saldo, Proses ini dimulai dengan

melakukan pemindahan saldo akhir setiap akun yang ada di dalam buku
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3.2.3

besar ke dalam neraca saldo yang telah dibuat. Neraca saldo memiliki total
debit dan kredit yang sama. Apabila tidak sama maka akuntan harus
melakukan cek ulang akun akun yang telah dipindahkan. Neraca saldo dapat

dilihat dalam lampiran 2.

Pembuatan jurnal penyesuaian, pada akhir periode akuntansi perlu adanya
penyesuaian terhadap besarnya akun beban dan pendapatan atas akun riil
yang seharusnya diakui pada periode berjalan. Pada CV BSD terdapat
beberapa penyesuaian diantaranya akun beban penyusutan, beban pajak
penghasilan, dan lain sebagainya. Data yang lengkap dapat dilihat pada

lampiran 3

Pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, tahap ini merupakan proses
memindahkan nilai akhir akun akun buku besar setelah jurnal penyesuaian
selesai di posting pada buku besar. Neraca saldo setelah penyesuaian

terdapat pada lampiran 4.

Laporan Keuangan CV BSD

Laporan Keuangan yang disusun pada CV BSD telah disusun sesuai dengan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)

yang berlaku di Indonesia. Laporan keuangan tersebut terdiri dari :

a.

Laporan Laba(rugi)

Laporan laba (rugi) CV BSD merupakan laporan yang menyajikan dan

menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghasilan, harga pokok penjualan

dan biaya yang terjadi selama suatu periode tertentu. Laporan laba rugi menunjukan
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keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode

akuntansi. Laporan Laba (rugi) CV BSD dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Cv BSD

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

PENDAPATAN
4010 Penjualan
Jumlah Pendapatan
HARGA POKOK PENJUALAN
1040 Persediaan Barang Dagang awal
5010 Pembelian
5012 Retur Pembelian
5013 Beban angkut pembelian
Harga Pokok Barang Siap Dijual
1040 Persediaan Barang Dagang akhir
Harga Pokok Penjualan
Laba (Rugi) Bruto
BEBAN
6010 Beban Penjualan
6020 Beban Gaji
6030 Beban Tunjangan
6050 Beban Sewa
6060 Beban Perlengkapan
6070 Beban Pemeliharaan
6080 Beban Penyusutan
6090 Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan
6100 Beban Rumah Tangga Kantor
6110 Beban Pajak & Perijinan
6130 Beban ATK
6140 Beban Jasa Pihak Ketiga
6150 Beban Perjalanan Dinas
6160 Beban Konsumsi
6170 Beban Pos, Materai
6190 Beban Transportasi, BBM
6210 Beban Promosi
Jumlah Beban
LABA (RUGI) OPERASI
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
4021 Pendapatan Bunga
4024 Pendapatan Lain-Lain
6180 Beban Administrasi Bank
6230 Beban Bunga

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
6200 Beban Pajak Penghasilan
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

MR. X

113.474.238
168.150.875
455.400
63.000
281.232.713
50.002.375

1.696.108
61.996.425
6.557.500
750.000
3.961.900
325.000
1.653.688
8.467.700
1.306.300
1.421.550
61.900
2.500.000
456.050
125.000
90.750
446.850
9.000

332.938
403.643
349.250
326.372

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Yogyakarta, 31 Desember 2020
Direktur

551.073.438
551.073.438

231.230.338
319.843.100

91.825.720
228.017.380

60.959
228.078.339
2.760.079

225.318.260

Gambar 3.2 Laporan Laba Rugi CV BSD
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b. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan CV BSD menyajikan informasi berupa nominal
dari akun-akun riil. Akun-akun riil tersebut adalah aset, liabilitas dan ekuitas. Aset
yang disajikan berdasarkan aktiva lancar hingga aktiva tetep serta akumulasi
penyusutan yang terdapat pada aktiva. Kewajiban disajikan berdasarkan kewajiban
jangka panjang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan.
Sedangkan ekuitas disajikan berdasarkan modal yang ditanamkan oleh pemilik,
laba ditahan, dan laba berdasarkan pada periode berjalan. Laporan posisi keuangan
yang disajikan bersebelahan antara aktiva beserta liabilitas dan ekuitas. Laporan

Posisi Keuangan CV BSD dapat dilihat pada gambar berikut ini :

CVBSD
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2020
ASET LIABILITAS DAN EKUITAS
Atz 0

010 Kas 151,673,779 {Liabilitas
1020 Bank 264,043.330 2010 Hutang Usaha 117.080413
1030 Piuiang Dagang 916.395.507 20 Hutang PPh 29/PP 46/PP 23 074,943
1031 Piutang Lainnya 8.759.500 00 Hutang Lainnya 489.330.350
1040 Persediaan Barang Dagang 50.002.375 Jumlah Liabilitas 607.429.902

1061 Beban Sewa 150000001 Ekuitas

1062 Beban Asurans 59.016 10 Modal 50,000,000
1080 Inventars Kantor 30.504.500 3030 Laba Ditahan 535.086.516
110 Akumulasi Penyusutan (23.040.329.00) 340 LabaPeriode Beralan 25.318.260
Jumlah Ekuitas §10.404.776
TOTAL ASET 1.417.834.678 [TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1.417.834678

Gambar 3.3 Laporan Keuangan CV BSD
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c. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan berisi catatan informasi dari laporan

keuangan yang tidak dicantumkan langsung pada laporan keuangan, seluruh

informasi disajikan berupa narasi

Tabel 3.1 Catatan Atas Laporan Keuangan

CV BSD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

UMUM

CV BSD didirikan pada tahun 2019 di kota Yogyakarta. CV BSD merupakan
toko yang bergerak dibidang eceran tekstil. Struktur Organisasi bisnis yang
dijalankan oleh CV BSD diantaranya : Direktur, komisaris, staf keuangan, staf
penjualan, dan staf pembelian. Berikut ini merupakan kebijakan Akuntansi yang
berlaku di CV BSD:

a.

Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Dasar Penyusunan

Dasar Penyusunan menggunakan biaya historis dan asumsi dasar akrual.
Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah
rupiah (Rp)

Piutang Usaha

Piutang Usaha disajikan sebesar tagihan

Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik

Aset tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan dan disusutkan
menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan penjualan akan diakui saat tagihan sedah diterbitkan atau
pengiriman dilakukan ketika terjadi transaksi

Pajak penghasilan
Pajak penghasilan menggunakan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
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3.24 Menghitung Pajak Penghasilan Sesuai Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 23 Tahun 2018 dan Laporan Realisasi PPh terdampak Covid-

19

Tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif PPh Final
Ditanggung Pemerintah. Kebijakan tersebut diambil guna menjaga kestabilan
perekonomian Nasional akibat dari wabah Covid-19. Kebijakan ini ditujukan bagi
usaha yang memanfaatkan Peraturan Pajak Penghasilan No 23 Tahun 2018. CV
BSD merupakan salah satu usaha yang masih menggunakan penghitungan Pajak
Final sehingga ketika peraturan insentif tersebut dikeluarkan maka CV BSD berhak
untuk memperoleh insentif pajak ditanggung pemerintah. Peraturan ini berisi
tentang pembebasan pajak penghasilan bagi usaha yang menggunakan
penghitungan pajak penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
CV BSD merupakan salah satu usaha yang terdampak karena wabah covid-19
sehingga mengalami beberapa kali kerugian dalam bisnis. Namun, terdapat
beberapa bulan yang mengalami keuntungan, diantaranya adalah bulan April, Mei,
Juni,Juli, September, Oktober dan November. Namun, karena CV BSD
menggunakan norma penghitungan yang bersifat final, maka laba CV BSD tidak
berpengaruh pada penghitungan pajak penghasilan. Pada situasi normal, CV BSD
diwajibkan untuk membayar pajak baik ketika mengalami kerugian maupun
keuntungan. Namun, dikarenakan pemanfaatan insentif maka CV hanya perlu
melaporkan laporan realisasi tiap bulan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya dan

sebagai bukti pembayaran diperoleh Bukti Penerimaan Surat dari Direktorat Jendral
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Pajak. Berikut ini adalah Laporan Laba (rugi) dan laporan realisasi Insentif pajak

CV BSD pada bulan April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan November :

CV BSD
LAPORAN LABA RUGI
PER 30 APRIL 2020

PENDAPATAN
4010 Penjualan Rp 25.044.738
Jumlah Pendapatan Rp 25.044.738

HARGA POKOK PENJUALAN

1040 Persediaan Barang Dagang awal Rp 113.474.238
Harga Pokok Barang Siap Dijual Rp 113.474.238
1040 Persediaan Barang Dagang akhir Rp 113.474.238
Harga Pokok Penjualan Rp -
Laba (Rugi) Bruto Rp 25.044.738
BEBAN
6010 Beban Penjualan Rp 18.883
6020 Beban Gaji Rp 3.759.350
6030 Beban Tunjangan Rp 570.000
6060 Beban Perlengkapan Rp 35.000
6070 Beban Pemeliharaan Rp 20.000
6090 Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan Rp 869.850
6100 Beban Rumah Tangga Kantor Rp 141.000
6170 Beban Pos, Materai Rp 8.000
6190 Beban Transportasi, BBM Rp 20.000
Jumlah Beban Rp  5.442.083
LABA (RUGI) OPERASI Rp 19.602.655
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
4021 Pendapatan Bunga Rp 1.307
6180 Beban Administrasi Bank Rp 18.261
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Rp  (16.954,63)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp 19.585.700
6200 Beban Pajak Penghasilan Rp 125.224
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN Rp 19.460.476

Yogyakarta, 30 April 2020
Direktur

MR. X

Gambar 3.4 Laporan Laba (Rugi) Periode April
Penghitungan Pajak Penghasilan Final CVV BSD Masa April adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak Penghasilan Final x Penjualan bruto

0.5% x Rp 25.044.783 = Rp 125.224
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Wajib Pajak

NPWP

Masa Pajak

LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

:CVBSD

+12.345.678.541.000

- APRIL

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

NPWP Pemotong

No | Lokasi Usaha NPWP atau Perecren g Fral
Bruto DTP
Pemunqut
1
2
3
Dst
Jumlah
2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak
. Peredaran PPh Final
No | Lokasi Usaha NPWP Bruo DTP
KOTA YOGYAKARTA,
1 | DAERAHISTIMEWA | 12 .345.678.541.000 25.044.783 125.224
YOGYAKARTA
2
3
Dst
Jumlah 25.044.783 125.224

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Gambar 3.5 Laporan Realisasi PPh Ditanggung Pemerintah Masa April

Yogyakarta, 19 Mei 2020

MR. X

NPWP: 12.345.678.9-048.000
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Cv BSD
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 MEI 2020

PENDAPATAN
4010  Penjualan Rp 18.454.750
Jumlah Pendapatan Rp 18.454.750
HARGA POKOK PENJUALAN
1040  Persediaan Barang Dagang awal Rp 113.474.238
Harga Pokok Barang Siap Dijual Rp 113.474.238
1040  Persediaan Barang Dagang akhir Rp 113.474.238
Harga Pokok Penjualan Rp -
Laba (Rugi) Bruto Rp 18.454.750
BEBAN
6010 Beban Penjualan Rp 88.712
6020 Beban Gaji Rp 3.653.950
6030 Beban Tunjangan Rp 2.537.500
6090 Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan  Rp 522.700
6100 Beban Rumah Tangga Kantor Rp 101.500
6130 Beban ATK Rp 900
6170 Beban Pos, Materai Rp 4.500
6190 Beban Transportasi, BBM Rp 141.850
Jumlah Beban Rp 7.051.612
LABA (RUGI) OPERASI Rp 11.403.139
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
4021  Pendapatan Bunga Rp 5.644
4024 Pendapatan Lain-Lain Rp 125.224
6180 Beban Administrasi Bank Rp 19.129
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Rp 111.739
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp 11.514.878
6200 Beban Pajak Penghasilan Rp 92.274
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN Rp 11.422.604

Yogyakarta, 31 Mei 2020
Direktur

MR. X

Gambar 3.6 Laporan Laba (Rugi) Periode Mei

Penghitungan Pajak Penghasilan CV BSD Masa Pajak Mei 2020 adalah sebagai
berikut :

Tarif Pajak Penghasilan Final x Penjualan bruto

0.5% x Rp 18.454.750 = Rp 92.274
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LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak :CVBSD
NPWP +12.345.678.541.000
Masa Pajak - MEI

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

NPWP Pemotong .
No | Lokasi Usaha NPWP atau Peredaran PPh Final
Bruto DTP
Pemunqut
1
2
3
Dst

Jumlah

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

) Peredaran PPh Final
No | Lokasi Usaha NPWP Bilto DTP
KOTA YOGYAKARTA,
1 | DAERAHISTMEWA | 12,345.678.541.000 18.454.750 92.274
YOGYAKARTA
2
3
Dst
Jumlah 18.454.750 92.274

Demikian kami sampaikan dengan sebenarya.

Yogyakarta, 16 Juni 2020

MR. X
NPWP: 12.345.678.9-048.000

Gambar 3.7 Laporan Realisasi PPh Ditanggung Pemerintah Masa Mei
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CV BSD

LAPORAN LABA RUGI
PER 30 JUNI 2020

PENDAPATAN
4010 Penjualan
Jumlah Pendapatan

HARGA POKOK PENJUALAN
1040 Persediaan Barang Dagang awal
Harga Pokok Barang Siap Dijual
1040 Persediaan Barang Dagang akhir
Harga Pokok Penjualan
Laba (Rugi) Bruto

BEBAN
6010 Beban Penjualan
6020 Beban Gaji
6030 Beban Tunjangan
6070 Beban Pemeliharaan

6140 Beban Jasa Pihak Ketiga
6190 Beban Transportasi, BBM
Jumlah Beban
LABA (RUGI) OPERASI

PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
4021  Pendapatan Bunga
4024 Pendapatan Lain-Lain
6180 Beban Administrasi Bank

6090 Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan

Jumlah Pendapatan (Beban) Lain

Rp 113.474.238
Rp 113.474.238
Rp 113.474.238
Rp 83.616
Rp 3.276.150
Rp 47.500
Rp 56.250
Rp 598.750
Rp 2.500.000
Rp 47.500
Rp 8.035
Rp 92.274
Rp 21.057

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
6200 Beban Pajak Penghasilan
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN

Yogyakarta, 30 Juni 2020
Direktur

MR. X

Rp 20.872.425
Rp 20.872.425

Rp -

Rp 20.872.425

Rp 6.609.766

Rp 14.262.660

Rp  79.252

Rp 14.341.911
Rp  104.362

Rp 14.237.549

Gambar 3.8 Laporan Laba (Rugi) Periode Juni

Penghitungan Pajak Penghasilan Masa Juni pada CV BSD adalah sebagai berikut :

Tarif Pajak Penghasilan x Penjualan Bruto

=0,5% x Rp 20.872.425 = Rp 104.362
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LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak :CVBSD
NPWP +12.345.678.541.000
Masa Pajak - JUNI

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

NPWP Pemotong _
No |  Lokasi Usaha NPWP atau Peredran PPh Fina
Bruto DTP
Pemunqut
1
2
3
Dst

Jumlah

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

. Peredaran PPh Final
No | Lokasi Usaha NPWP B0 DTP
KOTA YOGYAKARTA,
1 | DAERAHISTIMEWA | 12 .345.678.541.000 20872425 104.362
YOGYAKARTA
2
3
Dst
Jumlah 20.872.425 104.362

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Juli 2020

MR.X
NPWP: 12.345.678.9-048.000

Gambar 3.9 Laporan Realisasi PPh Ditanggung Pemerintah Masa Juni
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Cv BSD
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 JULI 2020

PENDAPATAN
4010 Penjualan Rp 11.511.825
Jumlah Pendapatan Rp 11.511.825
HARGA POKOK PENJUALAN
1040 Persediaan Barang Dagang awal Rp 113.474.238
5010 Pembelian Rp 4.075.500
5011 Potongan pembelian Rp -
5012 Retur Pembelian Rp -
5013 Beban angkut pembelian Rp -
Harga Pokok Barang Siap Dijual Rp 117.549.738
1040 Persediaan Barang Dagang akhir Rp 113.474.238
Harga Pokok Penjualan Rp 4.075.500
Laba (Rugi) Bruto Rp 7.436.325
BEBAN
6010 Beban Penjualan Rp 37.621
6020 Beban Gaji Rp 3.921.500
6030 Beban Tunjangan Rp 35.000
6060 Beban Perlengkapan Rp 35.200
6070 Beban Pemeliharaan Rp 208.750
6090 Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan Rp 600.800
6100 Beban Rumah Tangga Kantor Rp 51.000
6170 Beban Pos, Materai Rp 53.250
6190 Beban Transportasi, BBM Rp 43.500
Jumlah Beban Rp 4.986.621
LABA (RUGI) OPERASI Rp 2.449.705
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
4021 Pendapatan Bunga Rp 4.146
4024 Pendapatan Lain-Lain Rp 104.362
6180 Beban Administrasi Bank Rp 20.279
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Rp 88.229
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp 2.537.933
6200 Beban Pajak Penghasilan Rp 57.507
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN Rp 2.480.427

Yogyakarta, 31 Juli 2020
Direktur

MR. X

Gambar 3.10 Laporan Laba (Rugi) Periode Juli
Penghitungan Pajak Penghasilan Masa Juli Pada CV BSD adalah sebagai berikut :

Tarif PPh Final x Penjualan Bruto

0.5 % x Rp 11.511.825 = Rp 57.507
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LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak :CVBD
NPWP  12.345.678.541.000
Masa Pajak - JULI

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak
NPWP Pematong

No |  Lokasi Usaha NPWP atau Perelirn PPh Fina
Bruto DTP
Pemunqut
1
2
3
Dst

Jumlah

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

. Peredaran PPh Final
No | Lokasi Usaha NPWP BILl0 DT
KOTA YOGYAKARTA,
1 | DaeRaHISTIMEWA | 12,345,678.541.000 11511.825 57507
YOGYAKARTA
2
3
Dst
Jumlah 11511.825 57,507

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Agustus 2020

MR. X
NPWP: 12.345.678.9-048.000

Gambar 3.11 Laporan Realisasi PPh Ditanggung Pemerintah Masa Juli
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CvV BSD
LAPORAN LABA RUGI
PER 30 SEPTEMBER 2020
PENDAPATAN
4010  Penjualan Rp 21.498.225
Jumlah Pendapatan Rp 21.498.225
HARGA POKOK PENJUALAN
1040 Persediaan Barang Dagang awal Rp 113.474.238
5010 Pembelian Rp 1.098.500
5013  Beban angkut pembelian Rp 2.500
Harga Pokok Barang Siap Dijual Rp 114.575.238
1040 Persediaan Barang Dagang akhir Rp 113.474.238
Harga Pokok Penjualan Rp 1.101.000
Laba (Rugi) Bruto Rp 20.397.225
BEBAN
6010  Beban Penjualan Rp 125.220
6020 Beban Gaji Rp 4.192.750
6030 Beban Tunjangan Rp 2.050.000
6060 Beban Perlengkapan Rp 1.149.400
6090 Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan ~ Rp 641.650
6110 Beban Pajak & Perijinan Rp 1.351.550
6170 Beban Pos, Materai Rp 4.000
6190 Beban Transportasi, BBM Rp 32.500
6210 Beban Promosi Rp 9.000
Jumlah Beban Rp 9.556.070
LABA (RUGI) OPERASI Rp 10.841.155
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
4024  Pendapatan Lain-Lain Rp 86.261
6180 Beban Administrasi Bank Rp 20.900
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Rp 65.361
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp 10.906.516
6200 Beban Pajak Penghasilan Rp 107.491
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN Rp 10.799.025
Yogyakarta, 30 September 2020
Direktur
MR. X

Gambar 3.12 Laporan Laba (Rugi) Periode September
Penghitungan pajak penghasilan Masa September pada CV BSD adalah sebagai berikut:
Tarif Pajak Penghasilan Final x Penjualan Bruto

= 0,5% x Rp 21.498.225 = Rp 107.491
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LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak :CVBSD
NPWP - 12.345,678.541.000
Masa Pajak : SEPTEMBER

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

NPWP Pemotong .
No | Lokasi Usaha NPWP atau Peredaran PPN Finl
Bruto DTP
Pemunqut
1
2
3
Dst

Jumlah

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

. Peredaran PPh Final
No | Lokasi Usaha NPWP Bruo DTP
KOTA YOGYAKARTA,
1 | DAERAHISTIMEWA | 12.345.678.541.000 21.498.225 107.491
YOGYAKARTA
2
3
Dst
Jumlah 21.498.225 107.491

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

MR. X
NPWP: 12.345.678.9-048.000

Gambar 3.13 Laporan Realisasi PPh Ditanggung Pemerintah Masa
September
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CV BSD
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 OKTOBER 2020

PENDAPATAN
4010 Penjualan Rp 14.625.250
Jumlah Pendapatan Rp 14.625.250
HARGA POKOK PENJUALAN
1040 Persediaan Barang Dagang awal Rp 113.474.238
5010 Pembelian Rp -
5011 Potongan pembelian Rp -
5012 Retur Pembelian Rp -
5013 Beban angkut pembelian Rp -
Harga Pokok Barang Siap Dijual Rp 113.474.238
1040 Persediaan Barang Dagang akhir Rp 113.474.238
Harga Pokok Penjualan Rp -
Laba (Rugi) Bruto Rp 14.625.250
BEBAN
6010 Beban Penjualan Rp 73.478
6020 Beban Gaji Rp 3.921.450
6030 Beban Tunjangan Rp 70.000
6060 Beban Perlengkapan Rp 199.700
6090 Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan  Rp 670.000
6100 Beban Rumah Tangga Kantor Rp 201.400
6190 Beban Transportasi, BBM Rp 40.000
Jumlah Beban Rp 5.176.028
LABA (RUGI) OPERASI Rp 9.449.222
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
4024 Pendapatan Lain-Lain Rp 107.491
6180 Beban Administrasi Bank Rp 18.000
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Rp 89.491
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp 9.538.713
6200 Beban Pajak Penghasilan Rp 73.127
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN Rp 9.465.586

Yogyakarta, 31 Oktober 2020
Direktur

MR. X

Gambar 3.14 Laporan Laba (Rugi) Periode Oktober
Penghitungan Pajak Penghasilan CV BSD pada Masa Pajak Oktober tahun 2020

adalah sebagai berikut :
Tarif Pajak Penghasilan x Penjualan Bruto
= 0,5 % x Rp 14.625.250

= Rp 73.127
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LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wiajib Pajak :CVBSD
NPWP 12.345.678.541.000
Masa Pajak : OKTOBER

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

NPWP Pemotong i
No | Lokasi Usaha NPWP atau Peredaran R Fid
Bruto DTP
Pemungut
1
2
3
Dst

Jumlah

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

. Peredaran PPh Final
No | Lokasi Usaha NPWP B0 DTP
KOTA YOGYAKARTA,
1 | DAERAHISTIMEWA | 12.345678.541.000 14.625.250 73127
YOGYAKARTA
2
3
Dst
Jumlah 14.625.250 73127

Demikian kami sampaikan dengan sebenamya.

Yogyakarta, 16 November 2020

MR. X

Gambar 3.15 Laporan Realisasi PPh Ditanggung Pemerintah Masa Oktober
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Cv BSD
LAPORAN LABA RUGI
PER 30 NOVEMBER 2020

PENDAPATAN
4010 Penjualan Rp 103.843.313
Jumlah Pendapatan Rp 103.843.313
HARGA POKOK PENJUALAN
1040 Persediaan Barang Dagang awal Rp 113.474.238
5010 Pembelian Rp -
5011 Potongan pembelian Rp -
5012  Retur Pembelian Rp -
5013 Beban angkut pembelian Rp -
Harga Pokok Barang Siap Dijual Rp 113.474.238
1040 Persediaan Barang Dagang akhir Rp 113.474.238
Harga Pokok Penjualan Rp -
Laba (Rugi) Bruto Rp 103.843.313
BEBAN
6010 Beban Penjualan Rp 44.915
6020 Beban Gaji Rp 4.104.800
6030 Beban Tunjangan Rp 67.500
6060 Beban Perlengkapan Rp 39.500
6090 Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan Rp 662.200
6100 Beban Rumah Tangga Kantor Rp 137.100
6170 Beban Pos, Materai Rp 13.500
6190 Beban Transportasi, BBM Rp 23.500
Jumlah Beban Rp 5.093.015
LABA (RUGI) OPERASI Rp 98.750.298
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN
4021 Pendapatan Bunga Rp 8.602
4024 Pendapatan Lain-Lain Rp 73.127
6180 Beban Administrasi Bank Rp 19.720
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Rp 62.008
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp 98.812.306
6200 Beban Pajak Penghasilan Rp 519.216
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN Rp 98.293.090

Yogyakarta, 30 November 2020
Direktur

MR. X

Gambar 3.16 Laporan Laba (Rugi) periode November
Penghitungan Pajak Penghasilan CV BSD Masa November adalah sebagai berikut:

Tarif Pajak Penghasilan x Penjualan Bruto

= 0,5% x Rp 103.843.313 =Rp 519.216
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LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH

Wajib Pajak :CVBSD
NPWP :12.345.678.541.000
Masa Pajak : NOVEMBER

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak
NPWP Pemotong
NPWP atau
Pemungut

Peredaran PPh Final

No Lokasi Usaha Bruto DTP

WIN |-

lv)
Q

Jumlah

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak
Peredaran PPh Final
Bruto DTP

No Lokasi Usaha NPWP

KOTA YOGYAKARTA,
1 DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

12.345.678.541.000 103.843.313 519.216

Dst

Jumlah 103.843.313 519.216

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2020

MR. X

Gambar 3.17 Laporan Realisasi PPh Ditanggung Pemerintah Masa
November

Setelah pemberlakuan insentif pajak pada Masa April 2020, CV BSD

sempat mengalami kerugian dan keuntungan. Berikut ini tabel ringkasan Laporan

Laba (Rugi) selama Pemanfaatan Masa Insentif Pajak 2020 :

Tabel 3.2 Ringkasan Laporan Laba (Rugi) Selama Pemanfaatan Masa

Insentif Pajak 2020
Periode/Masa Laba(Rugi) Penjualan Bruto Pemanfaatan
Sebelum Pajak Insentif
April Rp 19.585.700 Rp 25.044.738 Rp 125.244
Mei Rp 11.514.878 Rp 18.454.750 Rp 92.274
Juni Rp 14.341.911 Rp 20.872.425 Rp 104.362
Juli Rp 537.933 Rp 11.511.825 Rp 57.507
Agustus (Rp 9.291.587) Rp 17.252.325 -
September Rp 10.906.516 Rp 21.498.225 Rp 107.491
Oktober Rp 9.538.713 Rp 14.625.250 Rp 73.127
November Rp 98.812.306 | Rp 103.843.313 Rp 519.216
Desember (Rp 557.060) | Rp 185.306.900 -
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3.2.5 Prosedur Pelaporan realisasi Insentif PPh 0.5 % Ditanggung
Pemerintah pada CV BSD

Langkah pelaporan realisasi ini dapat dilakukan apabila Wajib pajak telah
mengajukan surat keterangan PP23 di laman pajak.go.id. Sebelumnya, CV BSD
telah mengajukan surat keterangan tersebut pada masa pajak April. Sehingga untuk
masa pajak Desember CV BSD hanya perlu melaporkan laporan realisasi sesuai
dengan peredaran bruto dikali tarif PPh 0,5%. Berikut ini adalah langkah-langkah
melaporkan insentif Pajak Final 0.5%, sebagai berikut :

a. Login sesuai dengan NPWP dan Password yang telah didaftarkan

sebelumnya di website djponline.pajak.go.id, lalu isikan captcha sesuai

yang tertera pada laman login.

Lupa Kata Sandi ?
Belum Registrasi ?
Belum Menerima Email Aktivasi ?

Atau Belum Punya NPWP ?

.——-"-:-" 'mﬂr' (’ \"‘_‘V‘:‘ ! ’\\’\\_"'
Gambar 3.18 Tampilan Awal Pelaporan PPh Final DTP

b. Setelah proses memuat halaman selesai, klik menu “Layanan”.
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c. Selanjutnya, klik menu layanan. Pada menu ini diperlukan beberapa langkah
untuk memunculkan sub menu e-reporting insentif covid-19. Layanan

tersebut akan muncul dengan cara :
1) KIik profil di menu utama
2) Kilik aktivasi Fitur layanan

3) Setelah itu, ceklis eReporting Insentif Covid-19. Langkah selanjutnya,

pilihlah “Ubah Fitur Layanan”

wemer o |

1 VAeAgIAen panimm | ,V_t

-  Vrrarbaromengurang) P stser
Wyanae 8 OF Crsoe

™

Gambar 3.19 Menampilkan sub menu eReporting Insentif Covid-19

d. Setelah proses tersebut berhasil maka halaman website otomatis ter-logout
dan wajib pajak diharuskan login kembali dan pilih sub menu eReporting
Insentif Covid-19 pada menu layanan.

e. Setelah itu akan muncul tabel “Daftar Pelaporan” dan pilih menu “tambah”

dipojok kanan atas untuk menambahakan pelaporan terbaru.
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1
i

h.

Terdapat beberapa pilihan jenis pelaporan dan pilih Realisasi PPh Final
DTP (PMK-86) lalu klik lanjutkan. Setelah itu, akan muncul permintaan
kode keamanan. Isikan kode tersebut dan klik lanjutkan.

Lalu, akan muncul dashboard seperti dibawah ini :

reporting

-] Pelaporan Realisasi PPh Final DTP

Dashboard

isasi PPh Final DTP

Jika pelaporan normal Kode Pembetulan
(2 digit belakang) diisi 00, dan apabila
ingin melaporkan pembetulan diisi 01 dan
seterusnva.

Gambar 3.20 Dashboard Pelaporan Realisasi PPh Final DTP

Download format realisasi PPh Final DTP lalu isi format tersebut. Sebelum
melakukan unggah dokumen, ubah nama file sesuai dengan format yang di
tetapkan oleh DJP.

Setelah file realisasi sudah selesai dibuat, kembali ke menu pelaporan dan
Isi masa pajak dan unggah file realisasi yang telah selesai dibuat.

Apabila proses unggah dokumen telah selesai maka akan muncul tampilan
dokumen yang sudah ter-unggah lalu tekan submit. Setelah itu muncul
tampilan proses unggah dokumen dan tunggu sampai proses selesai. Setelah
selesai maka klik submit.

Apabila sudah berhasil maka kotak dialog akan bertuliskan “Pelaporan telah

tersimpan dengan Nomor: PEM-XxXXxxxxx/WPJ.23/Kp.xxxx/2020. Bukti
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penerimaan surat dapat diunduh ulang pada halaman dashboard dan pilih
‘Ok’. Contoh Bukti Penerimaan Surat CV BSD setelah melakukan Laporan

Realisasi PPh Final 0,5% masa April dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTORWILAYAH DJP D.I. YOGYAKARTA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA
JL PANEMBAHAN SENCPATI
TELEPON (0274) 380415;37340 3378810, SITUS www. pajak goid
LAYANAN INFORMAS| DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak go.id, informasi@ pajak goid

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor:
Tanggal: 19 Mei 2020

Nama :CVBSD
NPWP :12.345.678.9-041.000
Tahun Pajak 12020
Masa Pajak - 04/04
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke- 0

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Gambar 3.21 Bukti Penerimaan Surat PPh Final Ditanggung Pemerintah

3.2.6 Kendala pada Penyusunan Laporan Keuangan dan Perhitungan Pajak
Penghasilan Final Serta Insentif di CV BSD
Kendala yang dihadapi oleh pihak HTC Training & Consulting ketika
menyusun laporan keuangan CV BSD antara lain :
a. Ketidaklengkapan bukti transaksi yang didapatkan dari CV BSD. Hal ini
tentu menghambat proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan

oleh HTC Training & Consulting. Selain itu, beberapa bukti transaksi yang
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diberikan berupa nota tanpa tandatangan/validasi sehingga sulit untuk
memastikan kebenaran nilai transaksi dari bukti transaksi yang diberikan.

Pada awal masa pelaporan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah,
website milik Direktorat Jendral Pajak seringkali mengalami down dan
maintenance sehingga perlu beberapa kali percobaan upload dokumen. Hal
ini tentu menghambat proses pelaporan laporan realisasi PPh karena

memerlukan upload ulang dokumen.
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BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai

berikut :

a. Proses penyusunan laporan keuangan pada CV BSD di HTC training &
Consulting telah sesuai dengan SAK EMKM yang telah di standarisasi oleh
Dewan Standar Akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAl). Proses
penyusunan laporan keuangan di CV BSD meliputi proses identifikasi
transaksi, mencatat pada jurnal, posting buku besar sesuai dengan
penggolongan transaksi, pembuatan neraca saldo sebelum penyesuaian dan
setelah penyesuaian. Setelah semua proses telah selesai maka akan
menghasilan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan posisi
keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Sepanjang tahun 2020, CV
BSD memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 228.078.339. Selain itu,
pada laporan posisi keuangan total aset dan liabilitas serta ekuitas sudah

mengalami jumlah yang sama yaitu sebesar Rp 1.417.834.680.

b. Penghitungan pajak penghasilan CV BSD pada tahun 2020 sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Namun, kondisi
pandemi mengakibatkan CV BSD mendapatkan fasilitas insentif pajak dari
pemerintah . Pemanfaatan insentif ini mulai berlaku pada masa pajak April

2020. Fasilitas yang didapat dari adanya insentif ini adalah pembebasan
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Pajak Ditanggung Pemerintah tetapi peraturan ini tetap mewajibkan wajib
pajak untuk melaporkan realisasi setiap bulan berikutnya berupa
penghitungan penjualan bruto dikali tarif pajak final untuk memperoleh
nominal pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Hal tersebut dilakukan

dengan tujuan agar insentif ini tetap dapat dimanfaatkan oleh CV BSD.
4.1.2 Saran

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan, penulis dapat memberikan saran

yaitu,

1. Pihak CV BSD supaya memberikan bukti transaksi secara lengkap dan utuh
agar pihak HTC Training & Consulting dapat melakukan proses idntifikasi
serta analisis bukti transaksi secara tepat karena bukti transaksi berpengaruh

pada proses pembuatan laporan keuangan.

2. Pihak CV BSD supaya melakukan validasi terhadap bukti transaksi yang
telah dibuat agar proses pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kondisi
riil di perusahaan. Proses validasasi sangat penting dalam Akuntansi karena
apabila ada penyalahgunaan maka hal tersebut dapat teridentifikasi secara

cepat.
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LAMPIRAN 1 Jurnal Umum

CV BSD
JURNAL UMUM

01/12/2020 | 1010 | Kas 127.750
01/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 543.906
01/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 5.494
01/12/2020 | 4010 Penjualan 677.150
02/12/2020 | 1010 | Kas 144.200
02/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 162.792
02/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 408
02/12/2020 | 4010 Penjualan 307.400
03/12/2020 | 1010 | Kas 180.150
03/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 176.378
03/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 623
03/12/2020 | 4010 Penjualan 357.150
04/12/2020 | 1010 | Kas 170.000
04/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 149.540
04/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 460
04/12/2020 | 4010 Penjualan 320.000
05/12/2020 | 1010 | Kas 59.000
05/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 699.883
05/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 817
05/12/2020 | 4010 Penjualan 759.700
06/12/2020 | 1010 | Kas 29.000
06/12/2020 | 4010 Penjualan 29.000
07/12/2020 | 1010 | Kas 135.000
07/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 62.172
07/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 628
07/12/2020 | 4010 Penjualan 197.800
08/12/2020 | 1010 | Kas 285.000
08/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 642.800
08/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 2.200
08/12/2020 | 4010 Penjualan 930.000
09/12/2020 | 1010 | Kas 367.800
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09/12/2020 | 4010 Penjualan 367.800
10/12/2020 | 1010 | Kas 198.850
10/12/2020 | 4010 Penjualan 198.850
11/12/2020 | 1010 | Kas 76.000
11/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 149.441
11/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 1.510
11/12/2020 | 4010 Penjualan 226.950
12/12/2020 | 1010 | Kas 202.150
12/12/2020 | 4010 Penjualan 202.150
13/12/2020 | 1010 | Kas 168.150
13/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 89.100
13/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 900
13/12/2020 | 4010 Penjualan 258.150
14/12/2020 | 1010 | Kas 86.400
14/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 227.932
14/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 1.069
14/12/2020 | 4010 Penjualan 315.400
15112/2020 | 1010 | Kas 97.500
15/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 21.000
15/12/2020 | 4010 Penjualan 118.500
16/12/2020 | 1010 | Kas 247.450
16/12/2020 | 4010 Penjualan 247.450
17/12/2020 | 1010 | Kas 11.000
17/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 50.144
17/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 507
17/12/2020 | 4010 Penjualan 61.650
18/12/2020 | 1010 | Kas 18.000
18/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 136.125
18/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 1.375
18/12/2020 | 4010 Penjualan 155.500
19/12/2020 | 1010 | Kas 96.600
19/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 18.513
19/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 187
19/12/2020 | 4010 Penjualan 115.300
20/12/2020 | 1010 | Kas 301.900
20/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 19.058
20/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 193
20/12/2020 | 4010 Penjualan 321.150
21/12/2020 | 1010 | Kas 78.350
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21/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 80.190
21/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 810
21/12/2020 | 4010 Penjualan 159.350
22/12/2020 | 1010 | Kas 95.150
22/12/2020 | 4010 Penjualan 95.150
23/12/2020 | 1010 | Kas 404.300
23/12/2020 | 4010 Penjualan 404.300
24/12/2020 | 1010 | Kas 691.400
24/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang XYZ 167.400.000
24/12/2020 | 4010 Penjualan 168.091.400
25/12/2020 | 1010 | Kas 45.000
25/12/2020 | 4010 Penjualan 45.000
26/12/2020 | 1010 | Kas 107.750
26/12/2020 | 4010 Penjualan 107.750
27/12/2020 | 1010 | Kas 183.650
27/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 47.520
27/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 480
27/12/2020 | 4010 Penjualan 231.650
28/12/2020 | 1010 | Kas 24.000
28/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 26.186
28/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 264
28/12/2020 | 4010 Penjualan 50.450
29/12/2020 | 1010 | Kas 782.500
29/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 27.225
29/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 275
29/12/2020 | 1031 | Piutang Lainnya 8.759.250
29/12/2020 | 4010 Penjualan 9.569.250
30/12/2020 | 1010 | Kas 161.100
30/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 64.152
30/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 648
30/12/2020 | 4010 Penjualan 225.900
31/12/2020 | 1010 | Kas 80.400
31/12/2020 | 1030 | Piutang Dagang ABC 78.458
31/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan ABC 793
31/12/2020 | 4010 Penjualan 159.650
21/12/2020 | 5010 | Pembelian 115.836.750
Hutang
2010 | Usaha 115.836.750
Beban

01/12/2020 | 6190 | Transportasi, BBM 4.000
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01/12/2020

6010

Beban Penjualan

10.000

1010

Kas

14.000

03/12/2020

6010

Beban Penjualan

1.450

1010

Kas

1.450

05/12/2020

6100

Beban Rumah
Tangga Kantor

51.000

1010

Kas

51.000

08/12/2020

6190

Beban
Transportasi, BBM

4.000

1010

Kas

4.000

09/12/2020

6190

Beban
Transportasi, BBM

7.500

1010

Kas

7.500

10/12/2020

6090

Beban Listrik, Air,
Telpon, Sampah
dan Keamanan

198.850

1010

Kas

198.850

11/12/2020

6090

Beban Listrik, Air,
Telpon, Sampah
dan Keamanan

76.000

1010

Kas

76.000

12/12/2020

6090

Beban Listrik, Air,
Telpon, Sampah
dan Keamanan

202.150

12/12/2020

1010

Kas

202.150

13/12/2020

6090

Beban Listrik, Air,
Telpon, Sampah
dan Keamanan

41.250

13/12/2020

1010

Kas

41.250

16/12/2020

6090

Beban Listrik, Air,
Telpon, Sampah
dan Keamanan

95.300

13/12/2020

1010

Kas

95.300

17/12/2020

6190

Beban
Transportasi, BBM

4.000

17/12/2020

6010

Beban Penjualan

7.000

1010

Kas

11.000

18/12/2020

6010

Beban Penjualan

18.000

1010

Kas

18.000

19/12/2020

6010

Beban Penjualan

96.600

1010

Kas

96.600

20/12/2020

6010

Beban Penjualan

301.900
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1010 Kas 301.900
21/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan 51.500

1010 Kas 51.500
24/12/2020 | 6010 | Beban Penjualan 9.500

1010 Kas 9.500

Beban

25/12/2020 | 6190 | Transportasi, BBM 4.000

1010 Kas 4.000
27/12/2020 | 6020 | Beban Gaji 3.967.000

1010 Kas 183.650

1020 Bank XYZ 3.783.350
28/12/2020 | 6020 | Beban Gaji 24.000

1010 Kas 24.000
29/12/2020 | 6020 | Beban Gaji 230.100

1010 Kas 230.100
01/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 145.600

1010 Kas 145.600
02/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 113.750

1010 Kas 113.750
03/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 144.200

1010 Kas 144.200
04/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 178.700

1010 Kas 178.700
07/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 207.000

1010 Kas 207.000
08/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 135.000

1010 Kas 135.000
10/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 641.300

1010 Kas 641.300
14/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 126.900

1010 Kas 126.900
15/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 86.400

1010 Kas 86.400
16/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 97.500

1010 Kas 97.500
17/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 152.150

1010 Kas 152.150
28/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 1.356.950

1010 Kas 1.356.950
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30/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 552.400
1010 Kas 552.400
24/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 90.000
Piutang
24/12/2020 | 1030 | Dagang 90.000
23/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 83.810.000
Piutang
23/12/2020 | 1030 | Dagang 83.810.000
18/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 83.500.000
Piutang
18/12/2020 | 1030 | Dagang 83.500.000
02/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 4.492.836
Piutang
02/12/2020 | 1030 | Dagang ABC 4.492.836
01/12/2020 | 2010 | Hutang Usaha MT 26.175.500
01/12/2020 | 1020 Bank XYZ 26.175.500
Beban Administrasi
01/12/2020 | 6180 | Bank 1.450
01/12/2020 | 1020 Bank XYZ 1.450
04/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 115.000
Piutang
04/12/2020 | 1030 | Dagang 115.000
05/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 504.000
Piutang
05/12/2020 | 1030 | Dagang 504.000
14/12/2020 | 2010 | Hutang Usaha 5.521.625
1020 Bank XYZ 5.521.625
Beban Administrasi
20/12/2020 | 6180 | Bank 15.000
1020 Bank XYZ 15.000
Beban Administrasi
31/12/2020 | 6180 | Bank 5.828
1020 Bank XYZ 5.828
Beban Administrasi
31/12/2020 | 6180 | Bank 3.000
1020 Bank XYZ 3.000
31/12/2020 | 1020 | Bank XYZ 29.140
4021 | Pendapatan Bunga 29.140
Hutang PPh 29/PP
10/12/2020 | 2024 | 46/PP 23 519.216

75




Pendapatan Lain-
519.216

4024 | Lain
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LAMPIRAN 2 Neraca Saldo

CV BSD
NERACA SALDO
Neraca Saldo
Kode Akun Nama Akun SN Debet Kredit
1010 Kas D 151.573.779
1020 Bank D 264.043.330
1030 Piutang Dagang D 915.395.507
1031 Piutang Lainnya D 8.759.500
1040 Persediaan Barang Dagang D 113.474.238
1050 Pajak Dibayar Dimuka D
1051 PPh 22 D
1052 PPh 23 D
1053 PPh 25 D
1054 PPN Masukan D
1060 Beban Dibayar Dimuka D -
1061 Beban Sewa D 15.000.000
1062 Beban Asuransi D 573.919
1063 Beban Lainnya D
1070 Gedung D :
1080 Inventaris Kantor D 35.504.500
1090 Kendaraan D
1100 Aset Lainnya D -
1110 Akumulasi Penyusutan K 21.386.642
2010 Hutang Usaha K 117.080.413
2020 Hutang Pajak K
2021 Hutang PPN K
2022 Hutang PPh 21 K
2023 Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2 K -
2024 Hutang PPh 29/PP 46/PP 23 K 926.535
2030 PPN Keluaran K
2040 Hutang Bank K -
2050 Hutang Lainnya K 489.330.350
3010 Modal K 50.000.000
3020 Tambahan Setoran Modal K -
3030 Laba Ditahan K 535.086.516
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3040 Laba Periode Berjalan K 225.318.260
3050 Prive D -
4010 Penjualan K 283.218.959
4011 Potongan penjualan D
4012 Retur Penjualan D
4020 Pendapatan Lainnya K -
4021 Pendapatan Bunga K 332.938
4022 Pendapatan Selisih kurs K
4023 Pendapatan Dividen K -
4024 Pendapatan Lain-Lain K 403.643
5000 Harga Pokok Penjualan D -
5010 Pembelian D 115.836.750
5011 Potongan pembelian K
5012 Retur Pembelian K
5013 Beban angkut pembelian D -
6010 Beban Penjualan D 1.696.108
6020 Beban Gaiji D 61.996.425
6030 Beban Tunjangan D 6.557.500
6040 Beban Pendidikan & Pelatihan D 1.728.390
6050 Beban Sewa D 750.000
6060 Beban Perlengkapan D 3.961.900
6070 Beban Pemeliharaan D 325.000
6080 Beban Penyusutan D 1.653.688
6090 Beban Listrik, Air, Telpon,
Sampah dan Keamanan D 8.467.700
6100 Beban Rumah Tangga Kantor D 1.306.300
6110 Beban Pajak & Perijinan D 1.421.550
6120 Beban Sosial & Lingkungan D 1.600.000
6130 Beban ATK D 61.900
6140 Beban Jasa Pihak Ketiga D 2.500.000
6150 Beban Perjalanan Dinas D 456.050
6160 Beban Konsumsi D 125.000
6170 Beban Pos, Materai D 90.750
6180 Beban Administrasi Bank D 349.250
6190 Beban Transportasi, BBM D 446.850
6200 Beban Pajak Penghasilan D 3.692.977
6210 Beban Promosi D 9.000
6220 Beban Entertainment D 1.725.000
6230 Beban Bunga D 326.372
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6240

Beban Lain-lain

1.675.024

JUMLAH

1.723.084.255

1.723.084.255
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LAMPIRAN 3 Jurnal Penyesuaian

CV BSD
JURNAL PENYESUAIAN

31 Desember 2020 5000 Harga Pokok Penjualan 281.232.713

5012 Retur Pembelian 455.400

1040 Persediaan Barang Dagang 113.474.238

5010 Pembelian 168.150.875

5013 Beban angkut pembelian 63.000
31 Desember 2020 1040 Persediaan Barang Dagang 50.002.375

5000 Harga Pokok Penjualan 50.002.375
31 Desember 2020 6200 Beban Pajak Penghasilan 926.535

2024 Hutang PPh 29/PP 46/PP 23 926.535
31 Desember 2020 6080 Beban Penyusutan 1.653.688

1110 Akumulasi Penyusutan 1.653.688
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LAMPIRAN 4 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

CV BSD

NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN

Kode Akun

Nama Akun

SN

Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Debet Kredit
1010 Kas D 151.573.779
1020 Bank D 264.043.330
1030 Piutang Dagang D 915.395.507
1031 Piutang Lainnya D 8.759.500
1040 Persediaan Barang Dagang D 50.002.375
1050 Pajak Dibayar Dimuka D
1051 PPh 22 D
1052 PPh 23 D
1053 PPh 25 D
1054 PPN Masukan D
1060 Beban Dibayar Dimuka D -
1061 Beban Sewa D 15.000.000
1062 Beban Asuransi D 573.919
1063 Beban Lainnya D
1070 Gedung D -
1080 Inventaris Kantor D 35.504.500
1090 Kendaraan D
1100 Aset Lainnya D -
1110 Akumulasi Penyusutan K 23.040.329
2010 Hutang Usaha K 117.080.413
2020 Hutang Pajak K
2021 Hutang PPN K
2022 Hutang PPh 21 K
2023 Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2 K -
2024 Hutang PPh 29/PP 46/PP 23 K 974.943
2030 PPN Keluaran K
2040 Hutang Bank K -
2050 Hutang Lainnya K 489.330.350
3010 Modal K 50.000.000
3020 Tambahan Setoran Modal K -
3030 Laba Ditahan K 535.086.516
3040 Laba Periode Berjalan K 225.318.260
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3050 Prive D -
4010 Penjualan K 551.073.438
4011 Potongan penjualan D
4012 Retur Penjualan D
4020 Pendapatan Lainnya K -
4021 Pendapatan Bunga K 332.938
4022 Pendapatan Selisih kurs K
4023 Pendapatan Dividen K -
4024 Pendapatan Lain-Lain K - 403.643
5000 Harga Pokok Penjualan D 281.232.713
5010 Pembelian D 168.150.875
5011 Potongan pembelian K -
5012 Retur Pembelian K - 455.400
5013 Beban angkut pembelian D 63.000
6010 Beban Penjualan D 1.696.108
6020 Beban Gaji D 61.996.425
6030 Beban Tunjangan D 6.557.500
6040 Beban Pendidikan & Pelatihan D 1.728.390
6050 Beban Sewa D 750.000
6060 Beban Perlengkapan D 3.961.900
6070 Beban Pemeliharaan D 325.000
6080 Beban Penyusutan D 1.653.688
6090 Beban Listrik, Air, Telpon,
Sampah dan Keamanan D 8.467.700
6100 Beban Rumah Tangga Kantor D 1.306.300
6110 Beban Pajak & Perijinan D 1.421.550
6120 Beban Sosial & Lingkungan D 1.600.000
6130 Beban ATK D 61.900
6140 Beban Jasa Pihak Ketiga D 2.500.000
6150 Beban Perjalanan Dinas D 456.050
6160 Beban Konsumsi D 125.000
6170 Beban Pos, Materai D 90.750
6180 Beban Administrasi Bank D 349.250
6190 Beban Transportasi, BBM D 446.850
6200 Beban Pajak Penghasilan D 3.692.977
6210 Beban Promosi D 9.000
6220 Beban Entertainment D 1.725.000
6230 Beban Bunga D 326.372
6240 Beban Lain-lain D 1.675.024
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JUMLAH

1.993.096.230

1.993.096.230
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LAMPIRAN 5 Surat Pengantar Magang

FAKULTAS  Gothong oot Dt Pttt

BISNIS DAN EKONOMIKA  oseemsiom

T RENO RS0, BAYN
[ Tl R
§ i

/ ¥

Nomar : 005 00V KeA2WARIAX/ 2021

lamp .
Perthal : Permohon an izin mahasiswa
magang/riset

Kepads Yth
Pimpinan HTC Training & Consulting
Jalan Parssamya Roko No4, Beran Lor [Tridadi Sleman, Yogyakara

Acsalamy'sleifym Wy W5

Dibenitshukan dengan hormat, hehwa sehap mashasiswa sebdum mengskhin studh &
Program Diploma 111 Falultas Bisns dan Ekonomika Ull Yogvakarts, drwapbkan membust
karya ilmish vang merupakan lsporan hesil magang/riset mereka di perusshasn/instansi,
Sehubungan dengan 1, mahasiswal kami dibewah i :

No NIM Nama Junsan
1 17212005 Ika Nasdhia Sabkabulla Hidayvsh Akuntansi

Bermadsid untuk melakulan magang di HTC Training & Consulting pada tanggal
(2 September 2021 « 02 Desember X021, Schubungan dengan hal tersebut, kami mohaon
hentuan Bapal/Ibu pimpinan dapst menerima dan menilai mahasiswafi kami dalem Buku
Perkembangan Pelaksanasn Magang (BPPM)L

Atas hentuan dan kerjassma Bapak/Ibu pimpinan, ducapkan terima kassh.

$iccenlome 'alelyom Y 45
==Y ogyakarts, (2 September 2021
o ‘:‘ ’“‘f&d&laPmdl D3 Akuntansi
'T "n ’u % /\ 1
~ dl dQ'" A
v Q'Y""’-RTA * 1"
3 '\.;l’—:r"l."-‘r";"° | i
" “4'1.' "'lpl-",ft )

Ult"ﬁfni{nh, MSi, Ak AC.,CentSAP

84



LAMPIRAN 6 Surat Izin Pengambilan Data

FAKULTAS Cotung Prat [n Ar Pt

BISNIS DAN EKONOMIKA =~ [moniseites oo

T, NI MNISAS IS
LR LD ]

L e

W et

Kepadas Yéh,

Kepal o Pmpinan/H RD

HTC Training & Consulting

Jl Parmamya Ruko Naod, Baan Lor, Trdadi, Skeman, Yogyskana

Assoloeo'dodure Wertd6

Dibertzhulan dengan harmat, hehwa setap mahasswa sebelum mengakhin studi
Program Diploma 111 Fakulas Exonomi Ull Yogyskanta, diwajibkan membunt kana
imish yang merypelan bpomn hasil magang/rset mereka di peusshean/instansi.
Schubungan dengan tu, mehesiswali kami :

Nama : Ika Nadix Salsabills Hidayash

No Mhs : 17212005

Jurusan : Aluntansi

Judul : Implementasi Laporan K euangan UMK M Berstandar SAK
EMEKM don Insenti f PPh Finad 0,5% UMKM di Maa
Panderm

No Hp : OS1228346134

Bermadsud umuk mdalkukan pengambilan data di HTC Tmining & Consulting.
Oleh kwera ftu kami mohaon bantuen Bapel/Ibu umtuk depet memberkan data
terschut kepads mahasiswa kami

Atas hantuan dan kerjassma Baped/Ibu pimpinan, d ucapkan terima kasih

Wassof e ok pre Wit
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